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KATA PENGANTAR 
  

 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan mengacu pada Renstra 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah  2015-

2019 disusun melalui berbagai proses dan tahapan dengan melibatkan pemangku kepentingan, 

mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan, kesinambungan dan 

keberlanjutan program serta mengantisipasi masa depan, untuk mendukung pencapaian visi, 

misi dan tujuan strategis Direktorat  Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Renstra ini  juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat  Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis tersebut diperlukan 

komitmen untuk melaksanakan proses pembangunan pendidikan. Rencana Strategis ini  

merupakan pedoman dan arah pembangunan pendidikan khususnya di bidang pembinaan 

tenaga kependidikan dikdasmen, dan diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh semua 

pemangku kepentingan. 

 

Jakarta,      Desember 2015 

Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, 

 

 

 

Garti Sri Utami   

NIP. 196005181987032002 
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BAB  I 

Pendahuluan  
 

A. Latar Belakang  

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal  Guru 

dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2015-2019 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 

dan Menengah 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 

lingkup tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan 

program dan kegiatan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah selama kurun waktu tahun 

2015-2019. Dokumen Renstra ini diharapkan mampu menuntun semua satuan kerja 

lingkup Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing. Selain itu, Dokumen Renstra ini merupakan dasar dan 

pedoman bagi Unit Eselon III lingkup Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyusun: (1) Rencana Strategis (Renstra); 

(2) Rencana Kerja (Renja); (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; 

(4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Dokumen Renstra ini memuat rencana program dan kegiatan Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah serta indikasi alokasi 

pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 

tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan menengah. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218,  Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyelenggarakan fungsi: 

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan pada 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan 

layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

2. koordinasi   dan   pelaksanaan   kebijakan   di   bidang   pembinaan   tenaga 

3. kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, 

dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

4. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

5. peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan pada pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, 

serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

6. penilaian  kinerja  dan  pengembangan  karir  tenaga  kependidikan  pada 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan 

layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah;  

7. pemindahan  tenaga  kependidikan  lintas  daerah  provinsi  pada  pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, 

serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

8. peningkatan  kesejahteraan  serta  pemberian  penghargaan dan perlindungan 

tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 

khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar 

negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

9. penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang  pembinaan 

tenaga kependidikan   pada   pendidikan   dasar,   pendidikan   menengah, 

pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan 

Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

10. pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  pembinaan  tenaga 

kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, 
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dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

11. pelaksanaan    evaluasi    dan    pelaporan   di   bidang    pembinaan   tenaga 

kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, 

dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan 

12. pelaksanaan administrasi Direktorat. 

 

B. Landasan Hukum  

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan 

perundangan yang meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019; 

14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 
2019; 

15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015ɂ2019; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; dan 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 

 

C. Paradigma Pembinaan Tenaga Kependidikan  

Penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada beberapa 

paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai 

bangsa, dan sebagian lagi lebih bersifat nasional sesuai dengan nilai-nilai dan 

kondisi bangsa Indonesia. Mengacu pada Renstra Kemendikbud, Renstra Ditjen 

GTK dan Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 

dan Menengah Tahun 2015ɂ2019 disusun berdasarkan paradigma sebagai 

berikut:  

1. Pendidikan untuk Semua  

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. 

Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran untuk 

memenuhi hak tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri dan 

mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan 

dan pelatihan yang dapat diakses oleh setiap tenaga kependidikan. Peran 

penting Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen tersebut adalah melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan tanpa membedakan 

status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama dalam 

rangka mendukung terselenggaranya pendidikan untuk semua. 

 

2.  Pendidikan Sepanjang Hayat  

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak 

lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem 

terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian 

program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Untuk mendukung proses 

pendidikan tersebut, peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan dan 

tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan diselenggarakan dengan sistem 

terbuka yang dapat diakses oleh semua tenaga kependidikan merupakan 

bagian dari tugas Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen antara lain berupa 

penyiapan sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan yang 

memungkinkan tenaga kependidikan untuk terus belajar sepanjang hayatnya. 
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3.  Pendidikan sebagai Suatu Gerakan  

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-

baiknya bagi semua warga negara. Semua pihak dapat memberikan kontribusi 

dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan 

pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan 

semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Untuk mendukung 

pendidikan sebagai suatu gerakan, maka Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen berperan mendorong tenaga kependidikan sebagai motor 

penggerak peningkatan mutu pendidikan. 

 

4.  Pendidikan Menghasilkan Pembelajar  

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan 

mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang 

bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan 

insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. 

Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan 

baru dengan baik. Untuk menghasilkan pembelajar, maka Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen berperan mendorong tenaga kependidikan untuk selalu 

meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi yang dapat memotivasi 

anak didik menjadi insan pembelajar. 

 

5.  Pendidikan Membentuk Karakter  

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan 

pembentukan kepribadian dengan karakter unggul yang antara lain: bercirikan 

kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Untuk 

mewujudkan kesemuanya itu, Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen berperan 

dalam penguatan sebagai role model dalam membentuk watak dan 

mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang berkarakter kuat, 

berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik, melalui 

keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik . 

 

6.  Pendidikan Membangun Kebudayaan  

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian 

dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau 

proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun 

kebudayaan atau membentuk peradaban. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen berperan mendorong tenaga 

kependidikan membangun budaya kerja sesuai standar kinerja yang 

diharapkan. 
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Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas terkait erat dengan 

keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan tanpa meniadakan pengaruh faktor lainnya seperti: kurikulum, 

sarana prasarana dan pembiayaan.  

 

7.  Pendidikan yang Menyenangkan  

Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah merupakan suatu 

ekosistem. Tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan 

antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang 

menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, 

tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Untuk mewujudkan fungsi sekolah 

tersebut, Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen berperan mendorong tenaga 

kependidikan menjadi motor penggerak untuk mewujudkan sekolah yang 

kondusif melalui penguatan peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku 

pendidikan untuk membuat sekolah yang efektif. 

 

D. Kondisi Umum  

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah 

ketersediaan  tenaga kependidikan yang berkualitas, selain ketersediaan fasilitas, 

keterjangkauan pembiayaan, keterjangkauan akses, dan ketersedian kualitas 

layanan yang merupakan bagian daya dukung proses belajar yang berkualitas. 

Tenaga kependidikan pada jenjang dasar dan menengah yang dimaksud meliputi: 

(1) Pengawas Sekolah/Madrasah, (2) Kepala Sekolah/Madrasah, (3) Tenaga 

Administrasi Sekolah/Madrasah, (4) Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, 

dan (5) Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah, (6) Widyaiswara/Widyaprada. 

 

1. Pengawas Sekolah/Madrasah  

Pengawas Sekolah/Madrasah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa Pengawas 

Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tanggung jawab dan 

wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Tugas pokok 

pengawas sekolah/madrasah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan 

manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program 

pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) 

standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional 
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guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan 

kepengawasan di daerah khusus. 

Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memiliki kualifikasi 

dan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya kualifikasi pengawas sekolah paling 

rendah Sarjana (S1)/Diploma IV. Namun, pengawas sekolah wajib meningkatkan 

kualifikasi akademiknya ke jenjang yang lebih tinggi.  

 

Tabel 1 Data Pengawas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 
NO. SATUAN 

PENDIDIKAN 
KUALIFIKASI TOTAL 

< S1/D4 S1/D4 > S1/D4  
1 SD        1,344   11,882        5,305       18,531  
2 SMP             66     1,595       1,834         3,495  
3 SLB -  137  -  137  
4 SMA                5         739          908         1,652  
5 SMK                -         266          349            615  
 JUMLAH        1,415  14,619        8,396  24.430   

sumber data dapodik th 2015  

 
Berdasarkan data di atas,  ada 1.415 pengawas  yang belum berkualifikasi S1/D4 

yang dipersyaratkan. Sebanyak 14.619 pengawas yang berkualifikasi S1/D4 dan 

8.396 pengawas yang sudah berkualifikasi diatas S1/D4. 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi 

Pengawas Sekolah/Madrasah, pengawas sekolah/madrasah wajib memiliki (1) 

Kompetensi Kepribadian, (2) Kompetensi Supervisi Manajerial, (3) Kopetensi 

Supervisi Akademik, (4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan, (5) Kompetensi 

Penelitian dan Pengembangan, dan (6) Kompetensi Sosial.  

Peta kompetensi hasil dari Uji kompetensi Pengawas tahun 2015 adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel  2 Distribusi Rentang Rerata Nilai UKPS Tahun 2015 

 

NO. NILAI 
Sup. 

Akademik  
Sup. 

Manajerial  
Penelitian 

Pengembangan 
Evaluasi 

Pendidikan  
Gabungan 

1 1-10 1 5 0 0 0 
2 11-20 0 4 518 250 5 
3 21 - 30 6 5 139 97 23 
4 31 - 40 177 69 559 860 287 
5 41 - 50 4,015 2,239 5,175 7,058 3,68 
6 51 - 60 14,515 14,864 12,613 11,988 16,423 
7 61 - 70 5,436 6,939 4,96 3,713 3,844 
8 71 - 80 140 163 314 310 30 
9 81 - 90 2 5 13 15 0 

10 91 - 
100 

1 0 2 2 1 

  TOTAL 24,293 24,293 24,293 24,293 24,293 
 

 

Uji kompetensi meliputi Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi 

Manajerial, Kompetensi Penelitian Pengembangan, Kompetensi Evaluasi 

Pendidikan. Hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah tahun 2015 rata-rata 

masih dibawah 80. 

Berdasarkan hasil uji kompetensi tersebut, perlu upaya peningkatan nilai 

sesuai dengan target capaian pada tahun 2019 yaitu paling rendah 80.  

 
Tabel  3 Rekap  Pengawas Sekolah Berdasarkan Golongan Ruang 

 

NO JABATAN < IV A IV A IV B IV C IV D IV E TOTAL 

1 PENGAWAS 
SEKOLAH 

 1,597   20,227   7,983   1,344   69   10   31,230  

Sumber Dapodik 2015 

 

2. Kepala Sekolah/Madrasah  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,  Kepala Sekolah/Madrasah 

adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-

kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah 

menengah pertama/madrasah tsanawiyah  (SMP/MTs), sekolah menengah 

pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah 

(SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), 

atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan  sekolah  bertaraf  
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internasional  (SBI)  atau  yang  tidak  dikembangkan menjadi sekolah bertaraf 

internasional (SBI). 

Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus 

memiliki kualifikasi dan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Komptensi Kepala 

Sekolah/Madrasah, kualifikasi kepala sekolah/madrasah paling rendah  Sarjana 

(S1)/Diploma IV. Namun, kepala sekolah/madrasah wajib meningkatkan 

kualif ikasi akademiknya ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

Tabel  4 Data Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 
No Jenjang <S1 S1 >S1 Tidak 

Diisi  
Grand 
Total  

1  SD 13,079 113,717 14,332 1,578 142,706 

2  SMP 1,474 22,219 8,694 1,078 33,465 

3  SLB 75 1,186 336 113 1,71 

4  SMA 233 7,068 4,07 28 11,399 

5  SMK 266 6,814 3,513 57 10,65 

  Grand Total  15,127  151,004  30,945  2,854 199,93  
Sumber data: Dapodik Tahun 2015  

 

Berdasarkan data di atas,  ada 15.127 kepala sekolah/madrasah yang belum 

berkualifikasi S1/D4 yang dipersyaratkan. Sebanyak 151.004 kepala 

sekolah/madrasah yang berkualifikasi S1/D4 dan 30.945 kepala 

sekolah/madrasah yang sudah berkualifikasi diatas S1/D4. 

Berdasarkan Permendiknas di atas, kepala sekolah/madrasah wajib memiliki 

(1) Kompetensi Kepribadian, (2) Kompetensi Manajerial, (3) Kompetensi 

Kewirausahaan, (4) Kompetensi Supervisi, dan (5) Kompetensi Sosial.  

Peta kompetensi hasil dari Uji kompetensi kepala sekolah tahun 2015 adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel  5 Distribusi Rentang Rerata Nilai UKKS Tahun 2015 

 

Rentang Manajerial  
Supervisi 
Akademik  

Kewirausahaan  

1-10 2 
  

11-20 10 5,449 1,751 

21-30 72 1,351 373 

31-40 10,551 10,156 3,237 

41-50 95,726 45,282 18,272 

51-60 58,216 77,935 68,419 
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Rentang Manajerial  
Supervisi 
Akademik  

Kewirausahaan  

61-70 1,751 24,512 62,695 

71-80 5 1,586 10,831 

81-90 
 

58 731 

91-100 
 

4 24 

Total  166,333  166,333  166,333  
Sumber data: hasil UKKS Tahun 2015  

 
 
 

Tabel  6 Rentang Rerata Nilai UKKS Tahun 2015 Berdasarkan Jenjang 

 

Rentang SD SMP SMA SMK Total  

1-10 -   -   -   -   -   

11-20 4 2 -   -   6 

21-30 730 93 27 22 872 

31-40 2,055 329 112 74 2,57 

41-50 18,633 1,941 528 376 21,478 

51-60 79,097 12,772 3,982 3,341 99,192 

61-70 25,59 9,473 3,656 2,647 41,366 

71-80 354 286 138 60 838 

81-90 3 4 1 2 10 

91-100 -   1 -   -   1 

Total  126,466  24,901  8,444 6,522 166,333  
Sumber data: hasil UKKS Tahun 2015  

 

 

Uji kompetensi meliputi Kompetensi Manajerial, Kompetensi Supervisi 

Akademik, dan Kompetensi Kewirausahaan. Hasil Uji Kompetensi Kepala 

Sekolah tahun 2015 rata-rata masih dibawah 60. 

Berdasarkan hasil uji kompetensi tersebut, perlu upaya peningkatan nilai 

sesuai dengan target capaian pada tahun 2019 yaitu paling rendah 80.  

 
Tabel  7 Rekap  Kepala Sekolah Berdasarkan Golongan Ruang 

 

NO JABATAN < IV A IV A IV B IV C IV D IV E TOTAL 

1 KEPALA 
SEKOLAH 

 34,957   97,481   27,768   1,009   41   2   161,258  
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3. Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah,  Tenaga  administrasi  

sekolah/madrasah  terdiri  atas  kepala  tenaga administrasi sekolah/madrasah, 

pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. 

 

a.   Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB 

Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB  dapat diangkat apabila sekolah/ 

madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala 

tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut: 

1) Berpendidikan  minimal  lulusan  SMK  atau  yang  sederajat,  program studi 

yang   relevan   dengan   pengalaman   kerja   sebagai   tenaga administrasi 

sekolah/madrasah minimal  4 (empat) tahun. 

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari 

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

b.   Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB 

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB   berkualifikasi sebagai berikut: 

1) Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi 

yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi 

sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun. 

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari 

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

c.   Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB 

Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi 

sebagai berikut: 

1) Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja 

sebagai   tenaga   administrasi   sekolah/madrasah   minimal   4 (empat) 

tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan   

pengalaman   kerja   sebagai   tenaga   administrasi sekolah/madrasah 

minimal 8 (delapan) tahun. 

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari 

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Unsur-unsur tenaga administrasi sekolah yang lain adalah Pelaksana Urusan 

Administrasi Kepegawaian, Pelaksana Urusan Administrasi  Keuangan, Pelaksana 

Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Pelaksana Urusan Administrasi 

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Pelaksana Urusan Administrasi 

Persuratan dan Pengarsipan, Pelaksana Urusan Administrasi  Kesiswaan, 

Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum , Pelaksana Urusan Administrasi 

Umum untuk SD/MI/ SDLB, dan Petugas Layanan Khusus.   
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Tabel  8 Data Tenaga Administrasi Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 
 

No Jenjang <D3 D3 >D3 
Tidak 
Diisi  

Grand Total  

1  SD 71,928 5,287 34,11 7,873 119,198 

2  SMP  76,725 6,145 28,695 15,972 127,537 

3  SLB  1,029 108 370 205 1,712 

4  SMA 36,204 3,886 15,294 517 55,901 

5  SMK 31,187 3,546 12,938 919 48,59  
Grand 
Total  

217,073  18,972  91,407  25,486  352,938  

Sumber data: Dapodik Tahun 2015  

 

Berdasarkan data di atas,  ada 217.073 tenaga administasi sekolah/madrasah 

yang belum berkualifikasi D3. Sebanyak 18.972 tenaga administrasi 

sekolah/madrasah yang berkualifikasi D3 dan 91.407 teanga administrasi 

sekolah/madrasah yang sudah berkualifikasi diatas D3. 

Berdasarkan data kualifikasi tersebut, perlu upaya peningkatan kualifikasi sesuai 

yang dipersyaratkan yaitu paling rendah berkualifikasi D3 untuk jenjang 

SMP/MTs/ SMPLB, dan S1/D4 untuk jenjang SMA/MA/SMK/MAK/SMALB  

Sedangkan untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi 

sekolah/madrasah sesuai dengan Permendiknas di atas adalah memiliki (1) 

Kompetensi Kepribadian, (2) Kompetensi Sosial, (3) Kompetensi Teknis, dan (4) 

Kompetensi Manajerial. 

Uji kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah belum dilakukan karena belum ada 

alat ukur uji kompetensinya sehingga belum ada peta kompetensinya, diharapkan 

uji kompetensi untuk Tenaga Administrasi Sekolah dapat dilakukan pada tahun 

2017 sehingga dapat dipetakan kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah yang 

selanjutnya dapat dirancang tindak lanjut peningkatan kompetensi Tenaga 

Administrasi Sekolah (survey terbatas mengenai tendik lainnya oleh PKPKK). 

 

4. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Tenaga perpustakaan 

sekolah/madrasah  mencakup kepala perpustakaan sekolah/madrasah dan 

tenaga perpustakaan sekolah. 

 

a.  Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Pendidik 

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat: 

1) Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau  sarjana 

(S1); 
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2) Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan 

sekolah/madrasah  dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah; 

3) Masa kerja minimal  3 (tiga) tahun. 

 

b. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga 

Kependidikan 

Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah satu 

syarat berikut: 

1) Berkualifikasi  diploma  dua  (D2)  Ilmu  Perpustakaan  dan  Informasi bagi  

pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau 

2) Berkualifikasi   diploma   dua   (D2)   non-Ilmu   Perpustakaan   dan 

Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan 

sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 

masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah. 

 

c.  Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

Setiap  perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu 

tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang 

sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan 

sekolah/madrasah dari lembaga   yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Tabel  9 Data Tenaga Perpustakaan Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 
No Jenjang <D2 D2 >D2 Tidak Diisi  Grand Total  

1   SD  9,165  6,570    10,570  1,981   28,286  
2   SMP  1,983  592  1,785  744  5,104  
3   SLB  59  15  36  22  132  
4   SMA  911  218  1,160  15  2,304  
5  SMK  539  173  571  20  1,303  
 Grand 

Total  
12,657  7,568  14,122  2,782  37,129  

 
Sumberdata: Dapodik Tahun 2015 

 

Berdasarkan data di atas,  ada 12.657 tenaga perpustakaan sekolah/madrasah 

yang belum berkualifikasi D2. Sebanyak 7.568 tenaga perpustakaan 

sekolah/madrasah yang berkualifikasi D2 dan 14.122 teanga perpustakaan 

sekolah/madrasah yang sudah berkualifikasi diatas D2. 

Berdasarkan data kualifikasi tersebut, perlu upaya peningkatan kualifikasi sesuai 

yang dipersyaratkan yaitu paling rendah berkualifikasi S1/D4 untuk kepala 

perpustakaan sekolah/madrasah, dan D3 untuk tenaga perpustakaan 

sekolah/madrasah. 
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya harus memiliki kompetensi 

sebagaimana diatur dalam Permendiknas di atas yaitu (1) Kompetensi Manajerial, 

(2) Kompetensi Pengelolaan Informasi, (3) Kompetensi Kependidikan, (4), 

Kompetensi Kepribadian, (5) Kompetensi Sosial, (6) Kompetensi Pengembangan 

Profesi. 

Uji kompetensi tenaga perpustakaan sekolah belum dilakukan karena belum ada 

alat ukur uji kompetensinya sehingga belum ada peta kompetensinya, diharapkan 

uji kompetensi untuk tenaga perpustakaan Sekolah dapat dilakukan pada tahun 

2017 sehingga dapat dipetakan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah yang 

selanjutnya dapat dirancang tindak lanjut peningkatan kompetensi tenaga 

perpustakaan sekolah. 

 

5. Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah, Standar    tenaga    

laboratorium    sekolah/madrasah    mencakup    kepala laboratorium  

sekolah/madrasah,  teknisi  laboratorium  sekolah/madrasah, dan laboran 

sekolah/madrasah. 

 
a.  Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah 

Kualifikasi   kepala   laboratorium   Sekolah/Madrasah   adalah   sebagai 

berikut:  

1) Jalur guru 

a)   Pendidikan minimal sarjana (S1); 

b)   Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum; 

c)  Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari 

perguruan tinggi   atau   lembaga   lain   yang   ditetapkan   oleh 

pemerintah. 

1) Jalur laboran/teknisi  

a)   Pendidikan minimal diploma tiga (D3); 

b)   Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi; 

c)  Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari 

perguruan tinggi   atau   lembaga   lain   yang   ditetapkan   oleh 

pemerintah. 

 

b.  Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah 

Kualifikasi   teknisi   laboratorium   sekolah/madrasah   adalah   sebagai 

berikut:  
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1)  Minimal lulusan program diploma dua (D2) yang relevan dengan 

peralatan laboratorium,  yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

yang ditetapkan oleh pemerintah; 

2)  Memiliki  sertifikat  teknisi  laboratorium  sekolah/madrasah  dari 

perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

c.  Laboran Sekolah/Madrasah 

Kualifikasi laboran sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 

1) Minimal lulusan program diploma satu (D1) yang relevan dengan jenis 

laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

ditetapkan oleh pemerintah; 

2) Memiliki sertifikat laboran  sekolah/madrasah  dari  perguruan  tinggi 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
Tabel  10 Data Tenaga Laboratorium Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 

No Jenjang <D2 D2 >D2 Tidak Diisi  Total  

1  SD  1,057 11 133 89 1,29 

2  SMP 431 5 351 137 924 

3  SLB 15   7 2 24 

4  SMA 335 7 566 9 917 

5  SMK 1,067 6 440 28 1,541 

  Grand 
Total  

2,905 29 1,497 265 4,696 

Sumberdata: Dapodik Tahun 2015 

 
Berdasarkan data di atas,  ada 2.905 tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang 

belum berkualifikasi D2. Sebanyak 29 tenaga laboratorium sekolah/madrasah 

yang berkualifikasi D2 dan 1.497 tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang 

sudah berkualifikasi diatas D2. 

Sedangkan untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga laboratorium 

sekolah/madrasah sesuai dengan Permendiknas di atas yaitu (1) Kompetensi 

Kepribadian, (2) Kompetensi Sosial, (3) Kompetensi Manajerial, dan (4) 

Kompetensi Profesional. 

Uji kompetensi tenaga laboran sekolah belum dilakukan karena belum ada alat 

ukur uji kompetensinya sehingga belum ada peta kompetensinya, diharapkan uji 

kompetensi untuk tenaga laboran sekolah dapat dilakukan pada tahun 2017 

sehingga dapat dipetakan kompetensi tenaga laboran sekolah yang selanjutnya 

dapat dirancang tindak lanjut peningkatan kompetensi tenaga laboran sekolah. 
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6. Widyaiswara/Widyaprad a 

Salah satu pendidik dalam memajukan kualitas pendidikan selain guru, tutor dan 

pamong belajar adalah widyaiswara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 

disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Widyaiswara adalah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat 

yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, 

mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan 

dan pelatihan (diklat) pemerintah.  

Seperti halnya guru dan kepala sekolah, widyaiswara perlu memiliki kompetensi. 

Kompetensi widyaiswara adalah pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan 

kemampuan yang dituntut oleh jabatan fungsional widyaiswara yang meliputi 

kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi, kepribadian dan sosial.  Selain 

menguasai kompetensi, widyaiswara juga memiliki bidang spesialisasi yaitu 

keahlian yang dimiliki didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar 

belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang 

Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, LPPKS  dan LPPPTK-KPTK,  bahwa unit 

pelaksana tersebut mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan 

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta peran strategis tersebut unit 

pelaksana teknis seyogianya perlu didukung dengan jabatan fungsional 

widyaiswara yang memadai. 

Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana disebutkan dalam PermenPANRB 

No. 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka 

Kreditnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau 

melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah. 

Dengan demikian widyaiswara dituntut memiliki kompetensi yang sesuai 

spesialisasi bidang mata diklat yang dipilihnya. Kompetensi Widyaiswara ini 

harus dipersyaratkan dan dijamin kualitasnya. Untuk memperoleh widyaiswara 

yang memenuhi syarat kompetensi dimaksud salah satunya adalah melalui 

kegiatan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara.   
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Tabel  11 Rekap Kebutuhan Widyaiswara 2016-2020 

 

No UPT 
Jumlah yang ada 

saat ini  
Pensiun  

2016  
Kebutuhan  
2016 - 2020  

1 PPPPTK Pertanian 78 0 81 

2 PPPPTK Matematika 25 0 128 

3 PPPPTK Bispar 66 10 88 

4 PPPPTK PKN IPS 34 5 61 

5 PPPPTK Penjas BK 20 0 54 

6 PPPPTK Seni Budaya 56 2 90 

7 PPPPTK IPA 41 1 77 

8 PPPPTK TK PLB 43 1 43 

9 PPPPTK BMTI 75 6 107 

10 PPPPTK BOE 110 5 136 

11 PPPPTK BBL 73 0 70 

12 PPPPTK Bahasa 41 1 83 

13 LPPKS 16 0 43 

14 LPPPTK-KPTK 3 0 55 

  Total  681  31 1116  
 
 
 

E. Permasalahan  

1. Permasalahan dan Tantangan Pembinaan Tenaga Kependidikan  

Pendidikan Dasar  dan Menengah 

Pembangunan pendidikan terutama yang terkait dengan pembinaan tenaga 

kependidikan melalui program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan hingga 

tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang baik, seperti yang telah diurai di atas. 

Namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan penting yang akan 

dihadapi pada periode tahun 2015ɂ2019. Beberapa permasalahan dan isu 

strategis serta agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan dalam 5 (lima) 

tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2015ɂ2019 

diantaranya : (a) pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun yang berkualitas; 

(b) peningkatan kualitas pembelajaran; (c) peningkatan manajemen guru, 

pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan 

(LPTK); (d) peningkatan akses dan kualitas PAUD; (e) peningkatan keterampilan 

kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa; dan (f) penguatan tata kelola 

pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Hal tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari peran seluruh unit organisasi di lingkungan Kemendikbud untuk 

dapat bersinergi dalam pencapaian target seluruh agenda prioritas pembangunan 

bidang pendidikan tersebut. 
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Sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pendidikan yang 

perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, khususnya 

yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Tenaga pendidik lainnya, antara lain 

adalah: 

 

a. Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal ,  

Meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup 

besar di era sebelumnya. Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku 

yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Selain itu, penguatan 

peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang 

disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. 

 

b. Peningkatan Manajemen Kepala Sekolah  

Jumlah dan distribusi Tenaga Kependidikan masih perlu ditata secara lebih 
baik kondisi distribusi Tenaga Kependidikan yang belum merata di daerah 
tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa 
secara nasional yang telah baik/memadai. Di sisi lain, proses rekrutmen 
Tenaga Kependidikan belum terintegrasi antar daerah sehingga banyak 
daerah yang kelebihan sementara daerah lainnya mengalami kekurangan. 
Pemenuhan kekurangan di daerah 3T akan sulit terlaksana karena 
terbatasnya ketersediaan Tenaga Kependidikan.  
Keterbatasan distribusi Tenaga Kependidikan antara lain disebabkan oleh:  
(i)  terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam 

mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu secara 

efektif dan efisien;  

(ii)  kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam 

pengangkatan Tenaga Kependidikan berdasarkan kriteria mutu yang 

ketat dan kebutuhan aktual dikabupaten/kota;  

(iii)  belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan Tenaga Kependidikan 

melalui perbaikan rasio dan maksimalisasi beban mengajar; dan  

(iv)  minimnya kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan 

untuk menjamin mutu dan distribusi Tenaga Kependidikan yang 

merata. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN 

DASAR DAN MENENGAH 
 
 

A. Visi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan  Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

Visi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen Tahun 2015ɂ2019 sepenuhnya 
mengacu pada rumusan visi Kemendikbud dan visi Ditjen GTK yaitu: 

" Terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera dan 
bermartabat serta ekosistem yang berkarakter dengan berlandaskan 
gotong royongȱ 

Visi tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan 
strategis Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen sesuai kondisi obyektif dalam lima 
tahun ke depan. Dengan Visi tersebut diharapkan Direktorat Pembinaan Tendik 
Dikdasmen mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, 
transparan, dan akuntabel, yang mencerminkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Profesional mencerminkan tenaga kependidikan yang memiliki sikap profesional, 
kreatif, inovatif, dan terus berusaha meningkatkan kompetensinya agar memiliki 
keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 
tertentu melalui pendidikan profesi, serta memahami bagaimana 
mengimplementasikan keilmuannya sesuai dengan kebutuhan subyek didik agar 
subyek didik dapat mengaktualisasi dirinya sendiri; 

2. Sejahtera mencerminkan penghargaan terhadap profesi tenaga kependidikan 
sesuai dengan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip 
penghargaan atas dasar prestasi dan martabatnya sebagai tenaga kependidikan 
profesional, serta perlindungan terhadap profesi tenaga kependidikan yang dapat 
memberikan jaminan rasa aman dalam berkarya membangun manusia agar 
harkat dan martabatnya dihargai oleh masyarakat. 

3. Bermartabat mencerminkan sikap tenaga kependidikan yang memiliki martabat 
atau tingkat harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat dalam 
menjalankan peran dan fungsinya yang sangat strategis dalam pembangunan 
bidang pendidikan, serta dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya. 

4. Ekosistem yang Berkarakter dapat dimaknai sebagai sebuah lingkungan dan 
seluruh unsur-unsur pendidikan yang mendukung terwujudnya pendidikan 
sebagai gerakan. 

5. Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai kesadaran dan 
tanggungjawab banyak pihak untuk secara bersama, sukarela, merasa turut 
berkepentingan dengan keinginan saling menolong, dalam sebuah gerakan yang 
berlandaskan gotong royong terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan untuk 
meningkatkan mutu dan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. 
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B. Misi Direktorat Pembi naan Tendik Dikdasmen  

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemendikbud dan Visi Ditjen GTK maka Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen menetapkan Misi sebagai berikut: 

 

Tabel  12 Misi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 

 

Kode M I S I 

MD.1 Mewujudkan Tenaga Kependidikan yang Berkinerja Baik 

MD.2 Mewujudkan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera 

MD.3 Mewujudkan Penataan dan Distribusi Tenaga Kependidikan yang 

Meluas, Merata dan Berkeadilan 

MD.4 Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas 

Birokrasi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen dan Pelibatan 

Publik  

 

Misi yang ditetapkan tersebut merupakan peran strategis yang diinginkan untuk 

mencapai Visi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen tahun 2019. Misi 1 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.1): Mewujudkan Tenaga 

Kependidikan yang Berkinerja Baik, ditetapkan untuk mendukung Misi 1 

Kemendikbud (M1): Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; 

Misi 2 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.2): Mewujudkan Tenaga 

Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera, dan Misi 3 Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen (MD.3): Mewujudkan Penataan dan Distribusi Tenaga 

Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan, ditetapkan untuk mendukung 

Misi 3 Kemendikbud (M.3): Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; dan Misi 4 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.4): Mewujudkan Peningkatan Tata 

Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen dan Pelibatan Publik, ditetapkan untuk mendukung Misi 5 Kemendikbud 

(M5): Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi 

dan Pelibatan Publik.   

Makna dari masing-masing Misi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015ɂ

2019 adalah sebagai berikut: 

1. Misi 1 Direktorat  Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.1): Mewujudkan Tenaga 

Kependidikan yang Berkinerja Baik adalah mendorong peningkatan kualitas 

sikapnya dalam aspek kepribadian, spiritual dan sosial tenaga kependidikan dan 

berdampak pada meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat 

Indonesia (NAWA CITA 5) dan revolusi karakter bangsa (NAWA CITA 8) 
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2. Misi 2 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.2): Mewujudkan Tenaga 

Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera adalah menerapkan sistem 

pembinaan tenaga kependidikan yang menjamin meningkatnya subject knowledge 

dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar 

siswa; mewujudkan mutu lulusan pendidikan yang kompeten (sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan), mandiri, berkepribadian, dan kompetitif; 

mendorong penciptaan inovasi dan kreativitas yang mendukung peningkatan 

daya saing dan kesejahteraan rakyat. 

3. Misi 3 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.3): Mewujudkan Penataan 

dan Distribusi Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan adalah 

memastikan ketersediaan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, di 

seluruh wilayah Indonesia, di perkotaan maupun pedesaan bahkan sampai di 

daerah terdepan, terluar, dan terpencil, dengan tingkat pendidikan dan 

kompetensi yang memadai sesuai standar yang ditetapkan serta menjamin 

pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan tersebut tanpa membedakan 

status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama. 

4. Misi 4 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.4): Mewujudkan 

Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen dan Pelibatan Publik  adalah dengan 

memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan 

pembinaan tenaga kependidikan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; 

membantu penguatan kapasitas tata kelola tenaga kependidikan di daerah, 

mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; 

mewujudkan birokrasi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen yang menjadi 

teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. 

 

C. Tujuan Strategis Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen  

Dalam upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen, maka harus dirumuskan tujuan strategis (strategic goals) organisasi yang 

akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang 

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar diketahui apa yang harus 

dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Oleh 

karena itu, agar dapat diukur keberhasilan Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen di 

dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan 

memiliki indikator kinerja ( performance indicator) yang terukur. 

Tujuan strategis Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen yang ingin dicapai dalam 

periode waktu 2015ɂ2019, mengacu pada tujuan strategis Kemendikbud dan Ditjen 

GTK yaitu: 
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Tabel  13 Tujuan Strategis Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 

 

 KODE TUJUAN STRATEGIS 

TD.1 Penguatan Peran Tenaga Kependidikan dalam Ekosistem Pendidikan 

TD.2 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan untuk 
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu 

TD.3 Peningkatan Penataan dan Distribusi Tenaga Kependidikan yang 
Meluas, Merata dan Berkeadilan 

TD.4 Peningkatan Sistem Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tendik 
Dikdasmen yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan 
Publik 

Tujuan Strategis 1 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (TD.1): Penguatan Peran 

Tenaga Kependidikan dalam Ekosistem Pendidikan, ditetapkan untuk mendukung 

Tujuan Strategis 1 Kemendikbud dan Ditjen GTK (T1): Penguatan Peran Siswa, Guru, 

Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem 

Pendidikan; Tujuan Strategis 2 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (TD.2): 

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan untuk Mewujudkan 

Pembelajaran yang Bermutu, dan Tujuan Strategis 3 Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen (TD.3): Peningkatan Penataan dan Distribusi Tenaga Kependidikan yang 

Meluas, Merata dan Berkeadilan, ditetapkan untuk mendukung Tujuan Strategis 4 

Kemendikbud dan Ditjen GTK (T4): Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran 

yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter; dan Tujuan Strategis 4 Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen (TD.4): Peningkatan Sistem Tata Kelola Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan 

Publik, ditetapkan untuk mendukung Tujuan Strategis 6 Kemendikbud dan Ditjen 

GTK (T6): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan 

Melibatkan Publik. 

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Strategis 1 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (TD.1): Penguatan 

Peran Tenaga Kependidikan dalam Ekosistem Pendidikan merupakan penjabaran 

untuk mengukur tercapainya Misi 1 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 

(MD.1): Mewujudkan Tenaga Kependidikan yang Berkinerja Baik. Pembentukan 

karakter merupakan tugas bersama dari orang tua, guru, tenaga kependidikan dan 

pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sikap tenaga kependidikan 

dalam hal kepribadian, spiritual, dan sosial melalui peningkatan disiplin dan 

kehadiran tenaga  kependidikan merupakan  tugas  dan tantangan besar yang 

harus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja layanan  tenaga kependidikan. 

2. Tujuan Strategis 2 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (TD.2): Peningkatan 

Profesionalisme Tenaga Kependidikan untuk Mewujudkan Pembelajaran yang 



 Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 | Hal. 23  
 

Bermutu merupakan penjabaran untuk mengukur tercapainya Misi 2 Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.2): Mewujudkan Tenaga Kependidikan yang 

Profesional dan Sejahtera.  Oleh karena itu diperlukan: (i) sistem pembinaan yang 

menjamin meningkatnya subject knowledge dan pedagogical knowledge yang 

berdampak pada kualitas hasil belajar siswa; (ii) peningkatan profesionalisme 

KS/PS antara lain melalui: penerapan sistem uji kompetensi KS/PS, peningkatan 

kualifikasi akademik, dan sertifikasi KS/PS, serta pengembangan profesionalisme 

berkelanjutan bagi KS/PS dalam jabatan; dan (iii) pengembangan karir tanpa 

membedakan status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan 

agama. 

3. Tujuan Strategis 3 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (TD.3): Peningkatan 

Penataan dan Distribusi Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan 

Berkeadilan merupakan penjabaran untuk mengukur tercapainya Misi 3 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.3): Mewujudkan Penataan dan 

Distribusi Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan. Pada 

RPJMN 2015ɂ2019, arah kebijakan pembangunan pendidikan disamping 

diprioritaskan pada Peningkatan profesionalisme juga pada pembenahan 

distribusi tenaga kependidikan. Pembenahan distribusi tenaga kependidikan 

bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kependidikan berkualitas 

secara merata, memperbaiki rasio tenaga kependidikan terhadap siswa dan 

memenuhi beban kerja tenaga kependidikan. 

4. Tujuan Strategis 4 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (TD.4): Peningkatan 

Sistem Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen yang Transparan 

dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik merupakan penjabaran untuk 

mengukur tercapainya Misi 4 Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (MD.4): 

Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen dan Pelibatan Publik . Peningkatan 

akuntabilitas kinerja Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen bertujuan untuk 

menjaga agar tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara 

peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja 

dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama. Selain itu 

konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus dilakukan dan 

difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan Direktor at Pembinaan Tendik 

Dikdasmen menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata 

kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan 

kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. 

 

 



Hal. 24 | Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 
 

D. Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen  

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen (TD), maka diperlukan sejumlah sasaran strategis Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir 

periode Renstra. Penetapan SS mempunyai peran penting dalam mengukur 

ketercapaian TD. Berikut SS untuk setiap TD beserta indikator kinerja sasaran 

strategis Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen (IKSS): 

1. Terwujudnya TD.1: Penguatan Peran Tenaga Kependidikan dalam Ekosistem 

Pendidikan dapat ditandai dengan tercapainya SS sebagai berikut: 

Kode Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) 

SS1 Meningkatnya Kualitas Sikap 

Tenaga Kependidikan dalam 

Kepribadian, Spiritual dan 

Sosial 

Persentase Tenaga Kependidikan 
yang Berkinerja Baik sebanyak 
82.4% 

SSD.1 merupakan adopsi dari Sasaran Strategis 3 Kemendikbud (SS3) yaitu: 

Meningkatnya Kualitas Sikap Tenaga Kependidikan dalam Kepribadian, Spiritual 

dan Sosial.  

Terwujudnya TD.1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 diukur dari 

tingkat pencapaian IKSS, yang merupakan tolok ukur keberhasilan TD.1. 

Terwujudnya TD.1 memberi kontribusi terhadap tercapai T1 yaitu: Penguatan 

Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi 

Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan. 

2. Terwujudnya TD.2: Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan untuk 

Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu dapat ditandai dengan tercapainya SSD 

sebagai berikut: 

Kode Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) 

SS2 Meningkatnya Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan 
Persentase Tenaga Kependidikan 
Profesional minimal 71.5%  

SS2 merupakan penjabaran dari SS9 yaitu: Meningkatnya Profesionalisme Tenaga 

Kependidikan.  

Untuk mendukung pencapaian SS9 tersebut, dilakukan upaya peningkatan 

kualifikasi akademik seluruh Tenaga Kependidikan minimal S-1/D -IV dan 

peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam subject knowledge dan 

pedagogical knowledge.  

Terwujudnya TD.2 dapat dilihat dari tercapainya SSD.2. Pencapaian SSD.2 diukur 

dari tingkat pencapaian IKSS, yang merupakan tolok ukur keberhasilan TD.2. 
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Terwujudnya TD.2 memberi kontribusi terhadap tercapai T4 yaitu: Peningkatan 

Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter. 

3. Terwujudnya TD-3: Peningkatan Penataan dan Distribusi Tenaga Kependidikan 

yang Meluas, Merata dan Berkeadilan, dapat ditandai dengan tercapainya SSD 

sebagai berikut: 

Kode Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) 

SS.3 Meningkatnya kualitas 

penataan dan distribusi tenaga 

kependidikan 

Persentase guru dan tenaga 
kependidikan sesuai standar 

SSD.3 merupakan penjabaran dari SS9 yaitu: Meningkatnya Distribusi Tenaga 

Kependidikan.  

Terwujudnya TD.3 dapat dilihat dari tercapainya SSD.3. Pencapaian SD.3 diukur 

dari tingkat pencapaian IKSSD, yang merupakan tolok ukur keberhasilan TD.3. 

Terwujudnya TD.3 memberi kontribusi terhadap tercapai T4 yaitu: Peningkatan 

Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter. 

Selanjutnya SSD.3 mencakup pula partisipasi pemerintah kabupaten dan kota 

dalam pencapaian mutu layanan: (i) pendidikan dasar melalui kewajiban 

pemenuhan SPM pendidikan dasar (termasuk pemenuhan rasio tenaga 

kependidikan) pada 68,43% kabupaten dan kota. 

4. Terwujudnya TD.4: Peningkatan Sistem Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik, dapat 

ditandai dengan tercapainya SSD sebagai berikut: 

 

Kode 

Sasaran Strategis Direktorat 

Pembinaan Tendik  Dikdasmen 

(SSD) 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Direktorat Pembinaan Tendik  

Dikdasmen (IKSSD) 

SSD.4 Meningkatkan akuntabilitas 

kinerja Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen 

Skor LAKIP minimal sebesar 80 

SSD.4 diadopsi dari SS14 yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud 

dan Ditjen GTK.  

Terwujudnya TD.4 dapat dilihat dari tercapainya SSD.4. Pencapaian SSD.4 diukur 

dari tingkat pencapaian IKSSD, yang merupakan tolok ukur keberhasilan TD.4. 

Terwujudnya TD.4 memberi kontribusi terhadap tercapai T6 yaitu: Peningkatan 

Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik. 
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E. Tata Nilai Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen  

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran, maka diperlukan tata nilai yang dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh 

insan Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen. Tata nilai ini merupakan dasar 

sekaligus arah untuk mendukung dan memandu seluruh pegawai dalam menjalankan 

tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Tata nilai Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen mengacu pada tata nilai yang diutamakan pada Renstra 

Kemendikbud dan Ditjen GTK 2015ɂ2019 adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki Integritas  

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, 

terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, 

bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan. 

2. Kreatif dan Inovatif  

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap 

permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru. 

3. Inisiatif  

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang 

dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih 

dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, 

dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah. 

4. Pembelajar  

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan 

pelajaran atas setiap kejadian. 

5. Menjunjung Meritokrasi  

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju 

berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. 

6. Terlibat Aktif  

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak 

lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. 

7. Tanpa Pamrih  

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan 

memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi 

pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, 

dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya 

terbaiknya. 
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BAB III  

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan 

permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun 

waktu tahun 2015ɂ2019 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian 

sasaran nasional, sasaran strategis Kemendikbud dan sasaran strategis Ditjen GTK. Arah 

kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam Renstra Kemendikbud 2015ɂ

2019 dan arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK merupakan acuan dalam penyusunan 

arah kebijakan strategi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 

dan Menengah. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam 

Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 

dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: (i) arah kebijakan dan strategi Kemendikbud yang 

merupakan penugasan dari RPJMN 2015ɂ2019; (ii) arah kebijakan dan strategi Ditjen 

GTK; dan arah kebijakan dan strategi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud memuat langkah-langkah yang berupa 

program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan 

mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu  tahun 2015ɂ2019 serta 

memiliki dampak yang besar terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis 

Pembangunan Nasional. Sedang arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK memuat langkah-

langkah teknis penjabaran program berupa kegiatan-kegiatan yang rumusannya 

mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II dan UPT lingkup Ditjen GTK yang berisi 

komponen kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan yang terukur. 

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka kerangka regulasi perlu disusun 

sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kerangka regulasi tersebut diperlukan 

dalam rangka melaksanakan strategi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai tugas, fungsi serta kewenangannya dan untuk 

mencapai suatu Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada akhirnya untuk mencapai sasaran strategis 

Kemendikbud. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Ditjen GTK berupa 

arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa Peraturan Mendikbud dan 

Peraturan Dirjen atau Keputusan Dirjen. Untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi 

dari arah kebijakan dan strategi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar dan Menengah sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya 

aparatur sipil negara yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka 

kelembagaan merupakan perangkat Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi struktur organisasi, tugas serta fungsi yang 
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digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan strategis, arah kebijakan dan strategi, 

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, kerangka regulasi serta 

kerangka kelembagaan untuk mencapai visi, misi, tujuan strategis serta sasaran strategis 

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 

2015ɂ2019 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut. 

A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan  

Arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK disusun dengan mendasarkan pada arah 

kebijakan dan strategi Kemendikbud yang pada akhirnya mendukung tercapainya 

sasaran atas Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA). Selanjutnya 

arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK juga disusun dengan memperhatikan hasil 

evaluasi dan capaian pembinaan tenaga kependidikan sampai tahun 2014 serta hasil 

analisis lingkungan strategis, kondisi dan lingkungan strategis di masa depan. Arah 

kebijakan dan Strategi Ditjen GTK merupakan langkah-langkah teknis penjabaran 

program pembinaan tenaga kependidikan untuk mewujudkan visi dan misi Ditjen 

GTK. Arah kebijakan Ditjen GTK dirumuskan dengan berpedoman pada: 

 

1. Entitas Desain Tata Kelola GTK 

 

 
Gambar 1 Entitas Desain Tata Kelola GTK 



 Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 | Hal. 29  
 

2. Prinsip Dasar K ebijakan Tata Kelola GTK , yaitu:  

a.  Akreditasi : Standarisasi kualitas secara periodik (program pengadaan GTK 

yang kredibel sebagai acuan kualitas); 

b.  Karir : Jenjang karir dengan ragam jalur berbasis kompetensi & terbuka untuk 

semua GTK dalam jabatan; 

c.  Insentif : Skema insentif setara dengan kompetensi (UKG/UKKS/UKPS) dan 

kinerja (PKG/PKKS/PKPS); 

d.  PKB: GTK kunci utama dalam pengembangan profesi berkelanjutan melalui 

mandiri dan kelompok; 

e.  Regulator : Peran utama Pemerintah adalah regulator dan bukan penyedia 

utama program pengembangan GTK; 

f.  Kolaborasi : menguatkan dan melibatkan pemangku kepentingan dalam 

seluruh aspek pengelolaan kebijakan; dan 

g. Affirmasi : Program keberpihakan untuk sertifikasi, kualifikasi, GTT dan 

daerah 3T (GGD). 

3. Quickwi n:  

a.  Review Regulasi: Memperbaiki dan/atau menerbitkan regulasi baru yang 

berkaitan dengan GTK; 

b.  Rekrutmen Guru Berkarya : GGD Instruktur, dan Tim Pengembang 

Kurikulum, Pertukaran GTK; 

c.  Skema Insentif Guru : Beasiswa (S-2, shortcourse), tunjangan belajar non-

tunai, dan symposium GTK; 

d.  Pembinaan Karir : Pengembangan PKG, UKG, PKB dengan berbagai moda 

berdasarkan hasil UKG, Standarisasi sistem PKB, & Akreditasi Provider PKB; 

e.  Kolaborasi : Kerjasama implementasi kebijakan dengan Pemda, dunia 

industr i, organisasi profesi, dan civil society; 

f.  Platform Informasi : Pengembangan layanan informasi terpadu untuk GTK. 

 

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen  

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen disusun 

dengan mendasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kemendikbud dan Ditjen GTK 

yang pada akhirnya mendukung tercapainya sasaran atas Agenda Prioritas 

Pembangunan Nasional (NAWA CITA). Selanjutnya arah kebijakan dan strategi 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen juga disusun dengan memperhatikan hasil 

analisis lingkungan strategis, kondisi dan lingkungan strategis di masa depan. Arah 

kebijakan dan Strategi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen merupakan langkah-

langkah teknis penjabaran program pembinaan tenaga kependidikan untuk 

mewujudkan visi dan misi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen. Arah kebijakan 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen dirumuskan dengan berpedoman pada: 
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1. Pendataan tenaga kependidikan  

Pendataaan tenaga kependidikan dilakukan melalui sistem aplikasi SIM Tendik. 

Aplikasi ini digunakan untuk mendata pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga 

administrasi sekolah, tenaga perpustakaan sekolah dan tenaga laboratorium 

sekolah.  

Hasil pendataan digunakan untuk analisis perencanaan  kebutuhan tenaga 

kependidikan, perencanaan kebutuhan peningkatan kompetensi, pemetaan 

kompetensi dan kualifikasi, pembinaan karir, penilaian kinerja, penghargaan dan 

perlindungan baik di daerah normal maupun daerah khusus. 

 

2. Perencanaan kebutuhan tenaga kepend idikan  

Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan dilakukan untuk memenuhi rasio 

kebutuhan pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, 

tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga administrasi sekolah berdasarkan 

regulasi yang berlaku. Melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan 

membutuhkan daya dukung data yang berasal dari kondisi nyata di kabupaten 

kota. Formulasi rumus perhitungan dan proyeksi kebutuhan berikut indikator-

indikatornya menjadi perhatian agar jumlah kebutuhan tendik memenuhi 

kenyataan di lapangan. Selain melakukan perhitungan secara akademis, 

sosialisasi dan kordinasi dengan kabupaten/kota dan propinsi penting dilakukan 

agar terjadi sinergi untuk memahami pemenuhannya. Sebab Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas untuk menyiapkan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)nya. Sedangkan pemenuhannya 

diserahkan kepada kabupaten/kota/provinsi melalui formasi penerimaan 

pegawai. 

 

3. Pendidikan calon tenaga kependidikan  

Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah  

Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah (Diklat Cawas) merupakan 

prasyarat bagi guru/kepala sekolah yang berstatus PNS yang akan diangkat dalam 

jabatan fungsional pengawas sekolah. 

Diklat tersebut menggunakan pendekatan On The Job Training -1 - In  The Job 

Training dan  On The Job Training -2  (OJT1-IJT-OJT2) dengan alokasi waktu 161 

Jam Pelajaran @ 45menit. 

 

Pendekatan Diklat Calon Pengawas Sekolah dijabarkan sebagai berikut. 

a) OJT-1 adalah serangkaian kegiatan diklat fungsional calon pengawas sekolah 

dalam jabatan berupa kegiatan non tatap muka di tempat tugas masing-
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masing. OJT1 dilaksanakan paling lama 12 hari kerja  dengan ketentuan dapat 

memenuhi tagihan-tagihan yang ditetapkan  sehingga memenuhi ketentuan 

jumlah jam pelajaran yang dipersyaratkan yaitu 25 JP.  

   Struktur programnya :  

   -  Penilaian Sikap, Perilaku, dan kemampuan berdasarkan   Nilai PPKPNS-PS 1 

(satu) tahun terakhir, 

  -  Uji Kompetensi Inti Pengawas Sekolah melalui Penilaian Dokumen Program 

Pengawasan.  

    Tempat pelaksanaannya:  di sekolah binaan dan atau di Kelompok Kerja 

(KKG/MGMP/MGBK/KKKS/MKKS)  

 

b) IJT adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional pengawas sekolah 

bagi guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya berupa kegiatan tatap 

muka oleh instansi penyelenggara diklat yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu IJT 

dilaksanakan selama 6 sampai dengan 7 hari kerja  dengan pola minimal 61 

JP @ 45 menit.  

Struktur program :  

- Program Umum, 

- Program Khusus, dan  

- Program Penunjang.  

Tempat pelaksanaan  IJT: di tempat diklat yang memenuhi persyaratan 

kegiatan pelatihan tatap muka. 

 

c) OJT-2 merupakan rangkaian kegiatan diklat fungsional pengawas sekolah 

yaitu: (a) Praktik RTL yang disusun pada OJT1 dan disempurnakan pada IJT. 

Praktik RTL dilakukan pada minimal 2 sekolah binaan dengan 2 orang guru 

dan  OJT-2 dilaksanakan paling lama 38 hari kerja  dengan ketentuan 

melaksanakan kegiatan pengawasan di sekolah binaan berdasarkan program 

pengawasan yang telah disempurnakan dan memenuhi tagihan-tagihan pada 

OJT-II yang disetarakan dengan jumlah jam pelajaran yaitu (75 JP). 

 Struktur pro gram :  

¶ Penilaian Sikap, Perilaku, dan Kemampuan,  

¶ Pelaksanaan RTL (praktik pengawasan minimal 2 guru pada 2 

sekolah),  

¶ Uji Kompetensi Inti Pengawas Sekolah melalui:  Penilaian Portofolio 

Laporan Pelaksanaan Pengawasan di sekolah binaan dalam masa OJT-

2 dan Penilaian Presentasi laporan.   

Tempat pelaksanaanya : di sekolah binaan dan Kelompok Kerja 

(MKPS/KKG/MGMP/MGBK/ KKKS/MKKS) 
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Gambar 2 Alur Seleksi Calon Pengawas Sekolah 
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4. Rekruitmen tenaga kependidikan  

Rekrutmen tenaga kependidikan merupakan tindak lanjut dari perencanaan 

kebutuhan tenaga kependidikan. Setelah diperoleh jumlah formasi yang 

dibutuhkan maka langkah selanjutnya adalah bagaimana pemenuhannya. 

Tentunya hal ini terkait dengan syarat dan mekanisme pemenuhannya. 

Berdasarkan regulasi yang ada perlu disusun petunjuk teknis rektutmen tenaga 

kependidikan, meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga laboratorium 

sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, dan tenaga administrasi sekolah. Program 

yang akan dikembangkan adalah penyusunan NSPK mengenai rekrutmen tenaga 

kependidikan tersebut. Untuk menghasilkan petunjuk teknis yang komprehensif 

maka diperlukan kordinasi yang intens dengan semua pemangku kepentingan. 

Hal ini dilakukan agar petunjuk teknis yang dihasilkan bisa diterima oleh semua 

pihak dan dilaksanakan 

 
5. Pembinaan karir tenaga kependidikan  

Pembinaan Karir tenaga kependidikan dilaksanakan untuk meningkatkan karir: 
Kepala sekolah, Pengawas sekolah, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga 
Perpustakaan Sekolah dan Tenaga Laboratorium Sekolah.  
Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 
 
a) Penyusunan NSPK terkait pembinaan karir dan penilaian kinerja yang 

berupa panduan kerja dan pedoman pengembangan karir. 

 
b) Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Pengawas Sekolah kabupaten/kota/provinsi seluruh Indonesia. 

Tujuannya adalah untuk melatih Tim penilai angka kredit kab/kota/provinsi 

yang mempunyai wewenang menilai angka kredit pengawas sekolah 

golongan IV/b ke bawah. 

 
c) Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Pengawas Sekolah kabupaten/kota/provinsi. Tujuan kegiatan ini 

adalah untuk mensosialisasikan cara mengolah data hasil  penilaian angka 

kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah  kabupaten/kota/pro vinsi 

golongan IV/b ke bawah dengan menggunakan software dan memberikan 

wawasan peserta tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional 

pengawas sekolah. 

 
d)  Penetapan Angka Kredit Pengawas Sekolah untuk kenaikan pangkat dan 

golongan IV/c s.d. IV/e dilaksanakan di Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengolah dan menilai berkas usul penilaian angka kredit bagi pengawas 

sekolah untuk kenaikan pangkat  IV/c s.d. IV/e dan jabatan setingkat lebih 

tinggi.  
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e) Sosialisasi Panduan Kerja lima Tendik yang bertujuan untuk 

mensosialisasikan panduan kerja untuk lima tendik, meliputi pengawas 

sekolah, kepala sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, tenaga laboratorium 

sekolah dan tenaga administrasi sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

membantu tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawabnya sehingga mereka dapat mengembangkan karirnya 

dengan baik. 

 
f) Training of Trainer (TOT) Aplikasi Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah 

kabupaten/kota/provinsi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk 

mensosialisasikan aplikasi penilaian kinerja pengawas sekolah kepada 

koordinator pengawas sekolah, dengan harapan agar koordinator pengawas 

sekolah dapat menularkan ilmunya kepada pihak yang menilai kinerja 

pengawas sekolah.  

 

 

 
Gambar 3 Bisnis Proses Usulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit bagi 

Pengawas Sekolah 

 

 

 



 Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 | Hal. 35  
 

 
6. Penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan 

Program Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan dilaksanakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dengan mengupayakan tunjangan profesi; 

memberikan apresiasi tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah 

(Tendik Dikdasmen) yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga 

administrasi sekolah, tenaga perpustakan sekolah , tenaga laboratorium sekolah, 

dan widyaiswara di lingkungan Kemdikbud yang telah menunjukan kinerja dan 

karyanya; serta bantuan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. 

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

a) Penyusunan Naskah Akademik Tunjangan Pengawas Sekolah bertujuan untuk 

mengusulkan peraturan tentang tunjangan pengawas. Latar belakang usulan 

peraturan tentang tunjangan pengawas karena tupoksi pengawas menurut 

Permen PAN dan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional 

Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya berbeda dengan guru. Berdasarkan 

permen di atas tugas pengawas adalah penyusunan program pengawasan, 

pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional 

pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, 

evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas 

kepengawasan di daerah khus. Saat ini Tunjangan Pengawas Sekolah 

diberikan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 

yang menyatakan bahwa pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam 

jabatan pengawas, sehingga yng diterima adalah tunjangan profesi guru 

b) Penyusunan Pedoman Pemilihan Tendik Dikdasmen bertujuan untuk 

memberikan acuan kepada penyelenggara dan pihak terkait dalam 

melaksanakan pemilihan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat 

nasional yang di dalamnya mengatur antara lain persyaratan peserta, 

prosedur pendaftaran, sistematika penulisan karya tulis, aspek penilaian, dan 

proses penilaian untuk menentukan pemenang, serta pemberian penghargaan 

kepada pemenang. 

c) Penyusunan Pedoman Penilaian Tendik Dikdasmen betujuan untuk 

memberikan acuan kepada penyelenggara dan tim penilai pada tingkat 

kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional yang di dalamnya mengatur 

antara lain aspek penilaian, bobot penilaian, proses penilaian. Sehingga 

pengolahan hasil penilaian dapat terukur, valid, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk menentukan pemenang, yang pada akhirnya 

pemberian penghargaan kepada pemenang dapat diwujudkan. 

d) Penyusunan Pedoman Lomba Best Practice bertujuan untuk memberikan 

acuan kepada penyelenggara tingkat nasional yang di dalamnya mengatur 
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antara lain persyaratan peserta, prosedur pendaftaran, sistematika penulisan 

best practise, aspek penilaian, dan proses penilaian untuk menentukan 

pemenang, serta pemberian penghargaan kepada pemenang. Pendaftaran 

peserta secara on line. 

e) Penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Best Practise betujuan untuk 

memberikan acuan kepada penyelenggara dan tim penilai pada tingkat 

nasional yang di dalamnya mengatur antara lain sistematika penulisan best 

practise, aspek penilaian, bobot penilaian, proses penilaian. Sehingga 

pengolahan hasil penilaian dapat terukur, valid, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk menentukan pemenang, yang pada akhirnya 

pemberian penghargaan kepada pemenang dapat diwujudkan. 

f) Penyusunan Pedoman Simposium Tendik Dikdasmen untuk memberikan 

acuan kepada penyelenggara yang di dalamnya mengatur antara lain 

persyaratan peserta, tema-tema karya yang dilombakan, prosedur 

pendaftaran, aspek penilaian, dan proses penilaian untuk menentukan 

pemenang, serta pemberian penghargaan kepada pemenang. Pendaftaran 

peserta secara on line. 

g) Penyusunan Pedoman Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan 

bertujuan memberikan acuan untuk pengajuan Tanda Kehormatan 

Satyalancana Pendidikan bagi Tendik Dikdasmen berprestasi dan bededikasi 

luar biasa di lingkungan Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen. Tujuan  

pemberian tanda kehormatan tersebut adalah untuk meningkatkan komitmen 

tendik dikdasmen dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang, 

agar terus termotivasi mewujudkan prestasi dan dedikasinya dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sasaran Penerima Tanda 

Kehormatan Satyalancana Pendidikan adalah Pemenang Pemilihan Tendik 

Dikdasmen Berprestasi. 

h) Penyusunan Pedoman Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan, bertujuan 

untuk memberikan acuan kepada penyelenggara dan pihak terkait dalam 

memilih untuk memberi penghargaan kepada kepala sekolah yang di satuan 

pendidikannya yang mempunyai program peduli lingkungan. 

i)  Bimbingan Teknis Pemilihan Tendik Dikdasmen Berprestasi bertujuan 

menyamakan persepsi pelaksanaan, menggali data dan informasi  

permasalahan pemilihan di tingkat provinsi/kab/kota/nasional, dan 

kebijakan dalam pelaksanaan Pemilihan Tendik Berprestasi dengan 

mengundang dinas pendidikan provinsi, perwakilan tim penilai, asosiasi 

profesi guru. 

j)  Penyusunan Instrumen Soal Pemilihan Tendik Dikdasmen Berprestasi 

betujuan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan penilaian tes tertulis pada pemilihan Tendik Berprestasi 
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Berprestasi. Soal-soal yang disusun mengacu kepada aspek-aspek penilaian 

yang akan di ukur, sehingga pengolahan hasil penilaian tes tertulis dapat 

terukur, valid, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 

menentukan pemenang, 

k) Pelaksanaan Pemilihan Tendik Dikdasmen Berprestasi bertujuan 

memberikan penghargaan dan pengakuan kepada Tendik Dikdasmen yang 

secara nyata berprestasi dengan menunjukan kinerja dan karyanya melalui 

kegiatan Apresiasi Tendik Berprestasi. Melalui kegiatan tersebut diharapkan 

dapat lebih meningkatkan motivasi Tendik Dikdasmen untuk meningkatkan 

kompetensi, kinerja dan daya saing, serta meningkatkan kebanggaan tenaga 

kependidikan terhadap profesinya yang pada akhirnya akan meningkatkan 

mutu pendidikan nasional. Pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai 

dari pemilihan tingkat kabupaten/ kota, tingkat provinsi dan berakhir di 

tingkat nasional untuk menentukan pemenang. Proses penilaian di tingkat 

nasional mulai dari penilaian administrasi, penilaian portofolio, penilaian 

similaritas, penilaian naskah, penilaian presentasi dan wawancara, 

keseluruhan hasil penilaian di total untuk menentukan pemenang 

l)  Pelaksanaan Lomba Best Practice Tendik Dikdasmen bertujuan memberikan 

penghargaan dan pengakuan kepada Tendik Dikdasmen yang secara nyata 

mempunyai pengalaman terbaik dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan 

fungsinya dan melaporkannya dalam tulisan karya terbaiknya. Dengan 

kegiatan ini diharapkan akan lebih  meningkatnya kemampuan Tendik 

Dikdasmen dalam menuangkan ide/gagasan/pengalaman terbaik  secara 

tertulis, meningkatnya motivasi Tendik Dikdasmen dalam  meningkatkan 

kualitas kompetensi akademik dan manajerialnya, serta mendorong kepala 

Tendik Dikdasmen untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di satuan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanan di tingkat 

nasional dan pendaftaran peserta secara on line. Proses penilaian mulai dari 

penilaian administrasi, penilaian similaritas, penilaian naskah, penilaian 

presentasi dan wawancara, keseluruhan hasil penilaian di total untuk 

menentukan pemenang. 

m) Pelaksanaan Simposium Tendik Dikdasmen betujuan meningkatkan 

profesionalisme Tendik Dikdasmen dan menumbuhkan semangat 

pembaharuan dengan karya-karya pejuang dan pemerhati pendidikan, dan 

ide-ide perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional melalui karya-

karya yang dilombakan Kegiatan ini dilaksanan di tingkat nasional dan 

pendaftaran peserta secara on line. Proses penilaian mulai dari penilaian 

administrasi, penilaian similaritas, penilaian naskah, penilaian presentasi dan 

wawancara, keseluruhan hasil penilaian di total untuk menentukan 

pemenang. 
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n) Mengikuti Pelatihan Singkat di Luar Negeri, kegiatan ini bertujuan memberi 

penghargaan kepada pemenang Tendik Beprestasi sebagaimana amanat 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

$ÏÓÅÎȟ 0ÁÓÁÌ σφ ÁÙÁÔ ɉρɊ ÙÁÎÇ ÍÅÎÙÁÔÁËÁÎ ÂÁÈ×Á Ȱ'ÕÒÕ ÙÁÎÇ ÂÅÒÐÒÅÓÔÁÓÉȟ 

berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak 

memperoleh penghargaan. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) ditegaskan bahwa 

Ȱ'ÕÒÕ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÈÁË ÕÎÔÕË ÍÅÎÄÁÐÁÔËÁÎ ÐÅÎÇÈÁÒÇÁÁÎ ÓÅÓÕÁÉ ÐÒÅÓÔÁÓÉ ËÅÒÊÁȟ 

ÄÅÄÉËÁÓÉ ÌÕÁÒ ÂÉÁÓÁȟ ÄÁÎȾÁÔÁÕ ÂÅÒÔÕÇÁÓ ÄÉ ÄÁÅÒÁÈ ËÈÕÓÕÓȱȢ 0ÒÏÓÅÓ ËÅÇÉÁÔÁÎ ÉÎÉ 

melalui tahap pembekalan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pelatihan. 

o) Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, kegiatan ini 

bertujuan memberi penghargaan kepada pemenang Tendik Beprestasi dan 

Berdedikasi sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan 

ÂÁÈ×Á Ȱ'ÕÒÕ ÙÁÎÇ ÂÅÒÐÒÅÓÔÁÓÉȟ ÂÅÒÄÅÄÉËÁÓÉ ÌÕÁÒ ÂÉÁÓÁȟ ÄÁÎȾÁÔÁÕ ÂÅÒÔÕÇÁÓ ÄÉ 

daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Kemudian berdasarkan 

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 30 

ayat (1) diÔÅÇÁÓËÁÎ ÂÁÈ×Á Ȱ'ÕÒÕ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÈÁË ÕÎÔÕË ÍÅÎÄÁÐÁÔËÁÎ 

penghargaan sesuai prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di 

ÄÁÅÒÁÈ ËÈÕÓÕÓȱ Ȣ 0ÒÏÓÅÓ 0ÅÍÂÅÒÉÁÎ 4ÁÎÄÁ +ÅÈÏÒÍÁÔÁÎ 3ÁÔÙÁÌÁÎÃÁÎÁ 

Pendidikan melalui tahap pendaftaran calon, verifikasi calon, penetapan 

calon, mengusulkan calon kepada unit kerja terkait. 

p) Penerbitan Bunga Rampai ( Pemilihan Tendik Berprestasi, Lomba Best 

Practice Tendik Dikdasmen, Simposium Tendik Dikdasmen) bertujuan 

menginformasikan dan memberikan pencerahan, menginspirasi untuk 

menimba pengalaman dari teman sejawat untuk menemukan cara  mengatasi 

persoalan tertentu secara berkelanjutan di tempat tugasnya, menginspirasi 

membuat program kebijakan di satuan pendidikan, meningkatkan 

motivasidan  mendorong inovasi dan kreativitas untÕË ÔÅÒÕÓ ȰÂÅÌÁÊÁÒ ÄÁÎ 

ÂÅËÅÒÊÁ ÌÅÂÉÈ ÃÅÒÄÁÓȱ ÄÁÌÁÍ ÍÅÎÃÉÐÔÁËÁÎ ËÉÎÅÒÊÁ ÙÁÎÇ ÌÅÂÉÈ ÐÒÏÄÕËÔÉÆ 4ÅÎÄÉË 

Dikdasmen , serta mendorong inovasi dan kreativitas kepala sekolah 

pendidikan dasar dan menengah dalam menciptakan model-model supervisi 

terbaik baik akademik maupun manajerial untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu 

pendidikan.  

q) Bantuan Perlindungan Hukum bagi Tendik Dikdasmen dilakukan melalui 

penyusunan pedoman perlindungan, penyusunan regulasi perlindungan, 

sosialisasi regulasi perlindungan. Kegiatan dilakukan dengan tujuan 

mendukung fungsi dan peran strategis Tendik Dikdasmen dalam pelaksanaan 

tugasnya ketika yang bersangkutan menghadapi masalah terkait dalam 

pelaksanaan tugasnya seperti masalah hukum, profesi, keselamatan dan 
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kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk 

advokasi nonlitigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, dan pemenuhan jam 

kerja, serta pemulihan hak Tendik Dikdasmen.   

 
7. Program afirmasi tenaga kependidikan  

Amanat regulasi mengenai kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan perlu 

dipenuhi dengan berbagai program. Setiap tenaga kependidikan sudah diatur 

kualifikasi dan kompetensinya. Salah satu yang masih menjadi kendala saat ini 

adalah pemenuhan kaulifikasi. Sebenarnya saat seseorang memutuskan untuk 

menjadi tenaga kependidikan terdapat syarat yang harus dipenuhi salah satunya 

kualifikasi. Namun karena keterbatasan sumberdaya manusia dan kebutuhan 

yang mendesak maka terkadang tenaga kependidikan yang diangkat belum 

memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya tugas pemerintah untuk meningkatkan 

kualifikasi mereka agar diperoleh kompetensi yang diharapkan. Program afirmasi 

dimaksudkanuntuk menegaskan bahwa seorang tenaga kependidikan layak untuk 

menduduki profesi itu salah satunya dari segi kualifikasi. Proses pemetaan 

menjadi dasar untuk mengetahui jumlah tenaga kependidikan yang perlu 

memperoleh afirmasi. Setelah data diperoleh perlu dikembangkan skema 

peningkatannya baik melalui ketersediaan anggaran pemerintah, pemerintah 

daerah, swadana, atau sumber lainnya. Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah akan merumuskan kebutuhan 

afirmasi itu dalam bentuk membuka peluang kerjasama dengan 

kabupaten/kota/propinsi atau lembaga/unit penyedia dana bantuan beasiswa 

agar dapat menyerap jumlah tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan 

kulifikasinya. 

 

8. Organisasi profesi tenaga kependidikan  

Mitra dari Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen ada empat organisasi profesi 

yang meliputi asosiasi kepala sekolah/AKSI, asosiasi pengawas sekolah/APSI, 

asosiasi tenaga administrasi sekolah/AKTAS dan asosiasi tenaga perpustakaan 

sekolah/ATPUSI. 

 

9. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus  

Arah, Isu Strategis Dan Program Pembinaan Tendik PK-PLK 
Pengertian pendidikan khusus (PK) dan Pendidikan layanan Khusus (PLK): ayat 

(1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi  peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan  fisik, 

emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa. Ayat (2) pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi 

peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang 
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terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu 

dari segi ekonomi. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 32, ayat 1 dan 2). 

 

A. Pendidikan Khusus 

Orientasi Pembinaan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Khusus adalah 

Terwujudnya layanan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan 

pendidikan yang bermutu bagi semua anak yang membutuhkan  layanan 

khusus pendidikan (special educational needs) di manapun mereka berada 

baik di sekolah umum (inklusif) maupun di sekolah khusus/sekolah luar biasa. 

Isu strategi Pembinaan Tendik PK adalah pemenuhan tendik yang profesional 

dalam mengelola, membina, dan mengembangkan sekolah umum (inklusif) 

dan sekolah khusus/sekolah luar biasa sesuai dengan tusinya. Pemenuhan 

bermakna: (1) ketersediaan, (2) kesesuaian antara standar tendik dengan 

pemenuhannya, (3) keprofesionalan tendik dalam melaksanakan tusi dan 

memecahkan masalah yang dihadapi, dan (4) kemampuan melakukan inovasi 

dalam memecakan masalah yang dihadapi berdasarkan konteks 

lingkungannya. 

Arah Pengembangan Program Tendik pada Pendidikan Khusus meliputi: (1) 

pemetaan tendik pendidikan khusus, (2) koordinasi dengan berbagai pihak 

terkait dalam pemenuhan tendik pendidikan khusus, (3) pembinaan dan 

pengembangan profesionalisme tendik pendidikan khusus, dan (4) 

peningkatan karir dan kesejahteraan Tendik pendidikan khusus. 

 

B. Pendidikan Layanan Khusus 

Orientasi Pembinaan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Layanan Khusus 

adalah terwujudnya layanan pengelolaan satuan pendidikan yang bermutu 

sehingga tercipta pendidikan yang bermutu bagi peserta didik di daerah 

terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau 

mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.  

Isu strategis Pembinaan Tendik PLK adalah pemenuhan tendik yang 

profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengelola satuan 

pendidikan di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang 

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak 

mampu dari segi ekonomi. Pemenuhan dalam arti (1) ketersediaan, (2) 

kesesuaian antara standar tendik dengan pemenuhannya, (3) keprofesionalan 

tendik dalam melaksanakan tusi dan memecahkan masalah yang dihadapi, dan 

(4) kemampuan melakukan inovasi dalam memecakan masalah yang dihadapi 

berdasarkan konteks lingkungannya.  

Arah pengembangan Program meliputi: (1) pemetaan tendik di daerah khusus, 

(2) koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pemenuhan tendik di 

daerah khusus, (3) pembinaan dan pengembangan profesionalisme tendik di 
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daerah khusus sesuai dengan kontek kekhususannya, dan (4) peningkatan 

kari r dan kesejahteraan Tendik di daerah khusus.  

 

10. Pelibatan publik  

Sistem tata kelola ini mencakup dua aspek, yaitu: (i) tata kelola pembangunan 

pendidikan; dan (ii) tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud. Tata kelola pembangunan 

pendidikan mendukung efisiensi pembiayaan pendidikan, sehingga penguatan 

kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah perlu dilakukan. Di sisi 

lain, tata kelola Dit Tendik Dikdasmen, berperan penting dalam mendukung 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan 

nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata 

kelola Dit Tendik Dikdasmen yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 

yaitu membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja di lingkungan 

Kemendikbud; 

Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya difokuskan menjadi 

dua kelompok besar yaitu: 

a. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola dan Efisiensi 

Pembiayaan Pendidikan, dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Arah kebijakan dan strategi peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran 

yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, yang dilaksanakan 

melalui strategi: (i) perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan 

kepala sekolah; (ii) pemberian insentif fiskal tingkat kabupaten dan 

individu untuk memperbaiki perencanaan kebutuhan tendik dikdasmen di 

dalam provinsi/kabupaten/kota;  

2) Arah kebijakan dan strategi peningkatkan tata kelola pendidikan, yaitu: 

a) meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi 

dengan menerapkan strategi: (i) penguatan kapasitas pemerintah 

provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan dan pemantauan 

pembangunan pendidikan; dan (ii) penguatan kemitraan antara pusat 

dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan provinsi 

dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota; 

b) memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui strategi: (i) 

peningkatan kapasitas kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam 

melaksanakan MBS; dan (ii) penguatan kapasitas staf administrasi 

sekolah (tenaga kependidikan) dalam pengelolaan sekolah yang 

transparan dan akuntabel; 

b. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola Dit Tendik Dikdasmen 

yang Transparan dan Akuntabel, dapat dirinci sebagai berikut: 
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1) menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, 

kompetitif, dan berbasis merit, yang dilaksanakan melalui strategi: (i) 

pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem 

rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis 

merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan 

sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem 

promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung 

oleh efektifnya KASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja 

pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional; 

2) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang 

akan ditempuh dengan strategi: (i) pengembangan kebijakan bidang 

komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, 

pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi wajib 

membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai 

dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, 

serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi 

pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan 

memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk 

mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik 

dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses 

pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan 

terkait tenaga kependidikan dasar dan menengah; (v) penyediaan konten 

informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan 

kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan 

kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah 

terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik; (vi) kampanye publik 

terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka 

pembangunan revolusi mental; dan (vii) penguatan manusia berkualitas 

bidang komunikasi dan informasi;  

3) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan 

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi (i) penguatan 

kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, 

dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya 

informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan 

pengawasan kebijakan; khususnya terkait tenaga kependidikan dasar dan 

menengah (ii) penguatan literasi media terkait pembangunan pendidikan 

dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan 

kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan 

kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas 
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program tenaga kependidikan dasar dan menengah melalui berbagai 

media; 

4) menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi 

pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang 

akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem 

pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap 

kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi pada 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

5) menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan 

dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi 

melalui strategi, antara lain (i) penguatan kebijakan e-government; (ii) 

penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; (iii) 

peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang 

berkualitas; (iv) penetapan quick wins penerapan e-government; serta (v) 

pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur e-

government. 

Arah kebijakan Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen selanjutnya dilaksanakan 

melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015ɂ2019. 

Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2015ɂ2019, 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen telah menggunakan struktur perencanaan 

dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada 

struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis Ditjen GTK (SSD) dan Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis Ditjen GTK (IKSSD), Sasaran Program (SP) dan Indikator 

Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK). 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen bertanggung jawab atas Program Tenaga 

Kependidikan. Struktur kegiatan dan Unit Eselon III yang bertanggung jawab untuk 

mengelola kegiatan ditunjukkan pada tabel 3.1 dibawah ini: 

Selanjutnya penjabaran SK beserta IKK dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

 

Tabel  14 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 

 
Kod

e 
Sasaran Kegiatan 

(SK) 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK)  
Output  

SK 6 Ketersediaan 
tenaga 
kependidikan 
pendidikan dasar 
dan menengah yang 
berkompeten, 

Rata-rata nilai 
kompetensi pengetahuan 
dan keterampilan tenaga 
kependidikan pendidikan 
dasar dan menengah 
mencapai 8.0 

1. Perencanaan Kebutuhan 
dan Tenaga Kependidikan 
yang mengikuti 
pengembangan profesi, 
kompetensi, dan 
kualifikasi 
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Kod
e 

Sasaran Kegiatan 
(SK) 

Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK)  

Output  

bermartabat dan 
profesional 

 2. Tenaga Kependidikan yang 
mengikuti pengembangan 
profesi, kompetensi yang 
dinilai kinerjanya dan 
difasilitasi dalam 
pengembangan karir bagi 
Satuan Pendidikan 
Khusus, Pendidikan 
Layanan Khusus dan 
Satuan Pendidikan 
Indonesia Luar Negeri 

Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
meningkat indeks kinerja 
dan kualitas sikapnya 

1. Tenaga Kependidikan yang 
dinilai kinerjanya dan 
difasili tasi dalam 
pengembangan karir 

2. Tenaga  Kependidikan 
yang difasilitasi penilaian 
angka kredit dalam 
peningkatan karir 

3. Tenaga kependidikan yang 
difasilitasi dalam 
penguatan kompetensi 
bagi kepala sekolah  

4. Tenaga kependidikan yang 
difasilitasi dalam 
penigkatan kompetensi 
bagi calon pengawas dan 
penguatan kompetensi 
bagi pengawas sekolah 

5. Tenaga kependidikan yang 
dinilai kinerjanya dan 
difasilitasi dalam penilaian 
angka kredit, penguatan 
kompetensi kepala 
sekolah bagi Satuan 
Pendidikan Khusus, 
Pendidikan Layanan 
Khusus dan Satuan 
Pendidikan Indonesia Luar 
Negeri 

Jumlah pengawas 
dikdasmen yang 
berkualifikasi akademik 
S2 

1. Perencanaan Kebutuhan 
dan Tenaga Kependidikan 
yang mengikuti 
pengembangan profesi, 
kompetensi, dan 
kualifikasi 

2. Tenaga Kependidikan yang 
mengikuti peningkatan 
kualifikasi bagi Satuan 
Pendidikan Khusus, 
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Kod
e 

Sasaran Kegiatan 
(SK) 

Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK)  

Output  

Pendidikan Layanan 
Khusus dan Satuan 
Pendidikan Indonesia Luar 
Negeri 

  Jumlah Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang 
Berkompeten di 
Bidangnya 

1. Perencanaan dan 
Kebutuhan Tenaga 
Kependidikan yang 
mengikuti peningkatan 
komptensi berkelanjutan 
sesuai bidangnya, 

2. Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
difasilitasi untuk 
peningkatan kompetensi 
berkelanjutan. 

3. Tenaga Kependidikan yang 
mengikuti peningkatan 
kompetensi berkelanjutan 
bagi Satuan Pendidikan 
Khusus, Pendidikan 
Layanan Khusus dan 
Satuan Pendidikan 
Indonesia Luar Negeri 

  Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
difasilitasi peningkatan 
karirnya 

1. Perencanaan dan 
Kebutuhan Tenaga 
Kependidikan yang 
mengikuti peningkatan 
karier, 

2. Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
difasilitasi untuk 
peningkatan karier 

3. Tenaga Kependidikan yang 
mengikuti peningkatan 
karir bagi Satuan 
Pendidikan Khusus, 
Pendidikan Layanan 
Khusus dan Satuan 
Pendidikan Indonesia Luar 
Negeri 

SK 7 Ketersediaan 
jumlah pengawas 
yang memenuhi 
standar 
Permendikbud dan 
distribusi nya pada 
satuan pendidikan 

Jumlah pengawas yang 
memenuhi standar 

1. Perencanaan dan 
Kebutuhan Tenaga 
Kependidikan yang 
memenuhi sesuai standar 
permendikbud, 

2. Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
terdistribusi pada satuan 
pendidikan dan sesuai 
standar permendikbud 
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Kod
e 

Sasaran Kegiatan 
(SK) 

Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK)  

Output  

SK 8 Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
bermartabat serta 
memperoleh 
penghargaan dan 
perlindungan  

Jumlah Tenaga 
Kependidikan yang 
Memperoleh 
kesejahteraan, 
Penghargaan dan 
Perlindungan 

1. Prosesntase jumlah tenaga 
kependidikan yang 
memperoleh 
pengharagaan karena 
prestasinya, 

2. Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
memperoleh perlindungan 
yang berkaitan  tugas 
profesinya  

3. Tenaga Kependidikan yang 
mendapat kesejahteraan,  

4. Tenaga Kependidikan yang 
mendapat kesejahteraan, 
penghargaan dan 
perlindungan bagi Satuan 
Pendidikan Khusus, 
Pendidikan Layanan 
Khusus dan Satuan 
Pendidikan Indonesia Luar 
Negeri 

 

 

C. Kerangka Regulasi   

Kerangka regulasi diperlukan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai Sasaran Strategis Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada 

akhirnya untuk mencapai Sasaran Ditjen GTK dan Sasaran Nasional sebagaimana 

tercantum pada Renstra Kemendikbud 2015ɂ2019. Agar pelaksanaan program dan 

kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang 

memadai sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Perubahan dan penyusunan 

regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka 

regulasi diarahkan untuk penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang 

terkait dengan pembinaan tenaga kependidikan. Kerangka regulasi yang akan 

disusun akibat perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 

yang berkaitan dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah.  
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D. Kerangka Kelembagaan  

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi struktur organisasi, 

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.  

Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk:  

1. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan 

visi/misi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah;  

2. mengusulkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk 

menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya; dan  

3. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya 

aparatur.  

Pada periode pembangunan 2015ɂ2019, Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya mengacu pada Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan 

menteri tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang tenaga kependidikan.  

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan 

pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan; 

3. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan 

kesejahteraan tenaga kependidikan; 

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga 

kependidikan; 

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga 

kependidikan; 

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga kependidikan; 

7. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah; dan 

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dirjen GTK. 
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Gambar 4 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN 
MENENGAH 
 

Rincian Tugas Subdirektorat Program dan Evaluasi: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat dan konsep program kerja 

Direktorat;  

b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah,     pendidikan     khusus,     dan pendidikan layanan  

khusus,  serta  satuan  pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah; 

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan   informasi   di   

bidang   pembinaan   pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan 

lainnya pada pendidikan   dasar   dan   pendidikan   menengah, pendidikan khusus,  

dan  pendidikan  layanan  khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

d. melaksanakan  penyusunan  program,  kegiatan,  sasaran, dan anggaran Direktorat; 
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e. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penyusunan 

program dan kegiatan di lingkungan Direktorat; 

f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama  di  bidang  

pembinaan  pengawas  sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan 

pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

g. melaksanakan pemantauan     pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran 

Direktorat;  

h. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan 

anggaran Direktorat; 

i. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;  

j. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat dan 

Direktorat; dan 

k. melaksanakan  penyusunan  laporan  Subdirektorat  dan konsep laporan Direktorat. 

 

Rincian Tugas Seksi Program: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 

b. melakukan penyusunan konsep program kerja Subdirektorat dan Direktorat; 

c. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang  pembinaan  

pengawas  sekolah,  widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah, pendidikan khusus,     dan pendidikan layanan  

khusus,  serta  satuan  pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah;  

d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembinaan pengawas 

sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar   dan 

pendidikan menengah,  endidikan khusus, dan pendidikan layanan  khusus,  serta  

satuan  pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

e. melakukan penyajian data dan informasi   di bidang pembinaan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta  

satuan  pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

f. melakukan penyusunan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat; 
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g. melakukan penyusunan  ahan pemberian bimbingan teknis penyusunan program 

dan kegiatan di lingkungan Direktorat; 

h. melakukan  penyusunan  bahan  koordinasi  pelaksanaan kerja sama  di  bidang  

pembinaan  pengawas  sekolah, widyaiswara,  dan tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan 

pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

i. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

j. melakukan penyusunan laporan Seksi. 

 

Rincian Tugas Seksi Evaluasi: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 

b. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, 

kegiatan, sasaran, anggaran, dan kerjasama di bidang pembinaan pengawas   

sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, 

serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

c. melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, anggaran, dan 

kerjasama Direktorat; 

d. melakukan  analisis  dan  evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, anggaran, 

dan kerja sama Direktorat; 

e. melakukan  penyusunan  laporan  hasil  pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan    

program,    kegiatan,    sasaran, anggaran, dan kerja sama Direktorat; 

f. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; 

g. melakukan penyusunan laporan Seksi; dan 

h. melakukan  penyusunan  konsep  laporan  Subdirektorat dan Direktorat. 

 

Rincian    Tugas    Subdirektorat    Perencanaan    Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan 

Kompetensi: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat; 

b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan   

kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 
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c. melaksanakan  pemetaan data pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga   

kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

d. melaksanakan   analisis   kebutuhan   pengawas sekolah, widyaiswara,  dan   tenaga   

kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan lintas daerah provinsi 

tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

g. melaksanakan   pemetaan ualifikasidan kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, 

dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

h. melaksanakan analisis kualifikasi dan  kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, 

dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

i. melaksanakan   penyusunan   bahan   penetapan   kuota sertifikasi pengawas sekolah 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

j. melaksanakan pemetaan hasil uji kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan 

kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan  kompetensi     pengawas     sekolah, 

widyaiswara, dan   tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

l. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang    

perencanaan    kebutuhan    dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi    pengawas 

sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

m. melaksanakan  pemberian  bimbingan  teknis  penerapan norma, standar,   prosedur,   

dan   kriteria   di   bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya   

pada pendidikan   dasar dan pendidikan menengah; 

n. melaksanakan supervisi penerapan   norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengawas 

sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah;  

o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kualifikasi dan  kompetensi 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan   tenaga kependidikan lainnya   pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

p. melaksanakan  analisis  dan  evaluasi  penerapan  norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan 
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kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

q. melaksanakan penyusunan    laporan hasil    evaluasi penerapan norma,  standar,  

prosedur, dan kriteria  di bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi 

dan kompetensi  pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

r. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan 

s. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat. 

 

Rincian Tugas Seksi Perencanaan Kebutuhan: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan    

kebutuhan    pengawas   sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melakukan  pemetaan  data  pengawas   sekolah, widyaiswara,dan tenaga 

kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

d. melakukan    analisis    kebutuhan    pengawas    sekolah, widyaiswara, dan   

tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melakukan  penyusunan  rencana  kebutuhan  pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

f. melakukan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan lintas daerah provinsi 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

g. melakukan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan 

kebutuhan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

h. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

perencanaan kebutuhan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan 

lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

i. melakukan    penyusunan    bahan    bimbingan    teknis penerapan norma,  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang perencanaan    kebutuhan    pengawas   sekolah, 

widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

j. melakukan   penyusunan   bahan   supervisi   penerapan norma, standar,   

prosedur,   dan   kriteria   di   bidang perencanaan kebutuhan pengawas sekolah, 
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widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

k. melakukan   analisis   dan evaluasi   penerapan   norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang perencanaan kebutuhan pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya   pada pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

l. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar,   

prosedur,   dan   kriteria   di   bidang perencanaan kebutuhan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

m. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

n. melakukan penyusunan laporan Seksi.  

 

Rincian Tugas Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja 

Subdirektorat; 

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melakukan pemetaan kualifikasi  dan kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, 

dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

d. melakukan analisis kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melakukan  pemetaan  hasil  uji  kompetensi  pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

f. melakukan   penyusunan bahan penetapan  kuota sertifikasi pengawas sekolah pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

g. melakukan penyusunan bahan koordinasi  pelaksanaan kebijakan peningkatan    

kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

h. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria   di   bidang   

peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

i. melakukan penyusunan bahan  bimbingan teknis penerapan norma, standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengawas 

sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 
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j. melakukan   penyusunan   bahan   supervisi   penerapan norma,  standar,   prosedur,   

dan   kriteria   di   bidang peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah,  

widyaiswara,  dan  tenaga  kependidikan  lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

k. melakukan   penyusunan   bahan   fasilitasi   peningkatan kualifikasi dan     kompetensi     

pengawas  sekolah, widyaiswara, dan   tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

l. melakukan   analisis dan   evaluasi penerapan   norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang peningkatan kualifikasi dan  kompetensi  pengawas sekolah, widyaiswara, 

dan   tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

m. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar,   prosedur,   

dan   kriteria   di   bidang peningkatan kualifikasi    dan    kompetensi    pengawas 

sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

n. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

o. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.  

 

Rincian Tugas Subdirektorat  Penilaian  Kinerja dan Pengembangan Karir: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat; 

b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang  penilaian  kinerja  

dan  pengembangan  karir pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan 

lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melaksanakan penyusunan bahan penilaian kinerja dan pengembangan karir 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penilaian  

kinerja  dan  pengembangan  karir pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

penilaian kinerja dan pengembangan karir pengawas   sekolah,   widyaiswara,   dan   

tenaga kependidikan lainnya pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

f. melaksanakan  pemberian  bimbingan  teknis  penerapan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang penilaian kinerja dan   pengembangan   karir   pengawas   

sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah; 

g. melaksanakan  pemberian  supervisi penerapan  norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karir pengawas sekolah, 
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widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

h. melaksanakan  penyusunan  bahan  koordinasi  penilaian angka kredit jabatan 

fungsional Pengawas Madya, dari pangkat Pembina tingkat I golongan IV/b sampai 

dengan Pengawas Utama pangkat Pembina Utama golongan IV/e pengawas pada   

pendidikan   dasar   dan   pendidikan menengah; 

i. melaksanakan  analisis  dan  evaluasi  penerapan  norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karir pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

j. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang penilaian   kinerja   dan   pengembangan   karir 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan 

l. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.  

 

Rincian Tugas Seksi Penilaian Kinerja: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja 

Subdirektorat; 

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

c. melakukan penyusunan bahan penilaian kinerja pengawas sekolah, widyaiswara, 

dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

d. melakukan penyusunan bahan koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional 

Pengawas Madya, dari pangkat Pembina tingkat I golongan IV/b sampai dengan 

Pengawas Utama pangkat Pembina Utama golongan IV/e pengawas pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

e. melakukan  penyusunan  bahan  koordinasi  pelaksanaan kebijakan di bidang 

penilaian kinerja pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

penilaian kinerja pengawas sekolah, widyaiswara, dan   tenaga kependidikan   

lainnya   pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 
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g. melakukan    penyusunan    bahan    bimbingan    teknis penerapan  norma,  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang penilaian kinerja pengawas sekolah, widyaiswara, 

dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

h. melakukan   penyusunan   bahan   supervisi   penerapan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang penilaian kinerja pengawas   sekolah,   widyaiswara,   dan   

tenaga kependidikan lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

i. melakukan   analisis   dan   evaluasi   penerapan   norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang penilaian kinerja pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

j. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang penilaian kinerja  pengawas sekolah,   widyaiswara,   dan   

tenaga kependidikan   lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

k. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

l. melakukan penyusunan laporan Seksi. 

 

Rincian Tugas Seksi Pengembangan Karir : 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan     

karir     pengawas     sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melakukan  penyusunan  bahan  pengembangan  sistem karir pengawas   

sekolah,   widyaiswara,   dan   tenaga kependidikan lainnya   pada   pendidikan   

dasar   dan pendidikan menengah; 

d. melakukan  penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan    

karir    pengawas    sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan karir pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan 

lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

f. melakukan    penyusunan bahan bimbingan    teknis penerapan norma,  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang pengembangan karir pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

g. melakukan   penyusunan   bahan   supervisi   penerapan norma, standar,   prosedur,   

dan   kriteria   di   bidang pengembangan karir pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 
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h. melakukan   analisis   dan evaluasi penerapan   norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang pengembangan karir pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar,   prosedur, 

dan kriteria di bidang pengembangan karir pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

j. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

k. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat. 

 

Rincian Tugas Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat; 

b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melaksanakan penyusunan  sistem pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan 

pelindungan bagi pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

d. melaksanakan penilaian kelayakan pemberian penghargaan dan    pelindungan    

pengawas    sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang  

kesejahteraan,  penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya   pada pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

g. melaksanakan  pemberian  bimbingan  teknis  penerapan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang bidang kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

h. melaksanakan   supervisi   penerapan   norma,   standar, prosedur, dan kriteria di    

bidang    kesejahteraan, penghargaan,  dan pelindungan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

i. melaksanakan penyusunan bahan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan 

lainnya bagi pengawas sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 
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j. melaksanakan  analisis  dan  evaluasi  penerapan  norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan dan pengawas 

sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah; 

k. melaksanakan    penyusunan    laporan    hasil    evaluasi penerapan norma,  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang kesejahteraan, penghargaan,   dan  pelindungan 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan 

m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat. 

 

Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan   

kesejahteraan   pengawas   sekolah, widyaiswara,   dan tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melakukan  penyusunan  bahan  koordinasi  pelaksanaan kebijakan dibidang  

kesejahteraan  pengawas  sekolah, widyaiswara,  dan tenaga kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

d. melakukan penyusunan bahan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

kesejahteraan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melakukan    penyusunan    bahan    bimbingan    teknis penerapan norma  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang kesejahteraan pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

f. melakukan   penyusunan   bahan   supervisi   penerapan norma standar,   prosedur,   

dan   kriteria   di   bidang kesejahteraan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

g. melakukan   penyusunan   bahan   pemberian   tunjangan profesi dan tunjangan 

lainnya bagi pengawas sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

h. melakukan   analisis   dan   evaluasi   penerapan   norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang kesejahteraan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar,   

prosedur,   dan   kriteria   di   bidang kesejahteraan pengawas sekolah, widyaiswara, 

dan tenaga kependidikan lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan 

menengah; 
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j. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

k. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.  

 

Rincian Tugas Seksi Penghargaan dan Pelindungan: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja 

subdirektorat;  

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penghargaan dan 

pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melakukan  penyusunan  sistem  pemberian  penghargaan dan pelindungan bagi 

pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

d. melakukan  penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penghargaan   

dan   pelindungan   pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melakukan penyusunan bahan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

penghargaan dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

f. melakukan    penyusunan  bahan    bimbingan    teknis penerapan norma  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang penghargaan dan pelindungan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan   tenaga kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

g. melakukan   penyusunan   bahan   supervisi   penerapan norma standar,   prosedur,   

dan   kriteria   di   bidang penghargaan dan    pelindungan    pengawas    sekolah, 

widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

h. melakukan   analisis dan evaluasi   penerapan   norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang penghargaan dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar,   

prosedur,   dan   kriteria   di   bidang  

j. penghargaan dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

k. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

l. melakukan penyusunan laporan Seksi. 

 



Hal. 60 | Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 
 

Rincian Tugas Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan 

Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat; 

b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan 

kebutuhan, pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian 

kinerja, pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan    

pelindungan    pengawas    sekolah, widyaiswara, dan tenaga   kependidikan   lainnya   

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi,  peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan,   

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 

d. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan    

kompetensi, penilaian  kinerja, pengembangan karir,  pemindahan, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melaksanakan  pemberian  bimbingan  teknis  penerapan norma, standar,   

prosedur,   dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, 

peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, 

pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

f. melaksanakan     supervisi     di     bidang     perencanaan kebutuhan, pengendalian 

formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan 

karir, pemindahan, kesejahteraan,       penghargaan,       dan pelindungan pengawas 

sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya   pada   pendidikan   

dasar   dan pendidikan menengah; 

g. melaksanakan  penyusunan  bahan  pemberian  di  bidang perencanaan kebutuhan, 

pengendalian  formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, 

pengembangan karir, pemindahan,     kesejahteraan, penghargaan, dan    pelindungan    

pengawas    sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

h. melaksanakan  analisis  dan  evaluasi  penerapan  norma, standar, prosedur, dan 

kriteria  di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan, 

kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya   pada   pendidikan   dasar   dan pendidikan menengah; 
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i. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma,  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, 

peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir,     

pemindahan,  kesejahteraan, penghargaan, dan    pelindungan    pengawas    sekolah, 

widyaiswara, dan   tenaga   kependidikan   lainnya   pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah;  

j. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan 

k. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat. 

 

Rincian Tugas Seksi Pendidikan Khusus: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan 

kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, 

pengembangan karir, pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pendidikan khusus pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan      perencanaan 

kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, 

pengembangan karir, pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pendidikan khusus pada    pendidikan    dasar    dan pendidikan 

menengah; 

d. melakukan penyusunan bahan norma standar, prosedur, dan kriteria  di    bidang    

perencanaan    kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, 

pengembangan karir, pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pendidikan khusus pada    pendidikan    dasar    dan pendidikan 

menengah; 

e. melakukan    penyusunan    bahan    bimbingan    teknis penerapan norma  standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi 

dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas    daerah    

provinsi,    kesejahteraan, penghargaan, dan    pelindungan    pengawas    sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pendidikan khusus pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah;  

f. melakukan   penyusunan   bahan   supervisi   penerapan norma   standar,   prosedur,   

dan   kriteria   di   bidang perencanaan   kebutuhan,   peningkatan   kualifikasi   dan 

kompetensi,   penilaian   kinerja,   pengembangan   karir, pemindahan    lintas    daerah    



Hal. 62 | Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 
 

provinsi,    kesejahteraan, penghargaan,    dan    pelindungan    pengawas    sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pendidikan khusus pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

g. melakukan   analisis   dan   evaluasi penerapan  norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, 

penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas daerah provinsi, 

kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pendidikan khusus pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah; 

h. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur,   

dan kri teria di bidang perencanaan kebutuhan, peningkatan   kualifikasi   dan 

kompetensi,  penilaian kinerja, pengembangan   karir, pemindahan lintas    daerah 

provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pendidikan khusus pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

i. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

j. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat. 

 

 

Rincian Tugas Seksi Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar 

Negeri: 

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja 

subdirektorat;  

b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan 

kebutuhan, peningkatan kualifikasi  

b. dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas daerah 

provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pendidikan layanan khusus dan 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan    

kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, 

pengembangan karir, pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pendidikan layanan   khusus   dan   satuan   pendidikan 

Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 
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d. melakukan penyusunan bahan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang    

perencanaan    kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, 

pengembangan karir, pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga 

kependidikan lainnya pendidikan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia 

di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. melakukan    penyusunan    bahan    bimbingan    teknis penerapan norma standar,  

prosedur,  dan  kriteria  di bidang perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi 

dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas daerah    

provinsi,    kesejahteraan, penghargaan, dan    pelindungan    pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pendidikan layanan khusus dan 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

f. melakukan   penyusunan bahan supervisi   penerapan norma standar,   prosedur,   dan   

kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi,penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas daerah 

provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pendidikan layanan khusus dan 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

g. melakukan   analisis   dan   evaluasi   penerapan   norma, standar, prosedur, dan 

kriteria d i bidang perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan   kompetensi, 

penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas daerah  provinsi,  

kesejahteraan,    penghargaan,  dan pelindungan pengawas sekolah, widyaiswara, dan 

tenaga kependidikan lainnya pendidikan layanan khusus dan satuan pendidikan   

Indonesia   di   luar   negeri   pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

h. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar,   prosedur,   

dan kriteria di bidang perencanaan  kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas daerah    

provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pengawas sekolah, 

widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya pendidikan layanan khusus dan 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

i. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Seksi; dan 

j. melakukan penyusunan laporan Seksi. 
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Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian; 

b. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat 

keluar Direktorat;  

c. melakukan penataan,  pemeliharaan,     dan     usul penghapusan arsip Direktorat; 

d. melakukan urusan kepegawaian Direktorat; 

e. melakukan   penyusunan bahan  ketatalaksanaan Direktorat;  

f. melakukan urusan keuangan Direktorat; 

g. melakukan  urusan  barang  milik  negara  di  lingkungan Direktorat;  

h. melakukan   urusan   dukungan   penyelenggaraan   rapat dinas dan penerimaan 

tamu Direktorat; 

i. melakukan urusan kerumahtanggaan Direktorat; 

j. melakukan urusan dokumentasi kegiatan Direktorat; 

k. melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen Subbagian dan   dokumen-

dokumen   Subdirektorat   di lingkungan Direktorat; dan 

l. melakukan penyusunan laporan Subbagian. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 

A. Target Kinerja  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan reformasi perencanaan dan 

penganggaran berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan 

Renstra menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga untuk memberikan 

jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan dalam 

menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran 

(output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan 

(guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable). 

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar 

secara jelas keterkaitan antara SSD, SP, dan SK dengan IKSSD, IKP dan IKK. Hal ini 

dimaksudkan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis 

Kinerja (performance based budgeting) khususnya sejak diberlakukannya undang-

undang tentang penganggaran dan keuangan.  

Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSSD, IKP, dan IKK disusun dan 

disepakati baik di tingkat Eselon I maupun di tingkat Eselon II dan UPT. Target kinerja 

menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, program, dan kegiatan dalam periode 2015ɂ2019. 

Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan 

memperhatikan beberapa kriteria, yaitu: 

1.  Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang 

akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSSD, IKP, dan IKK); 

2.  Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan 

berdasarkan pada baseline data yang jelas. 

Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Eselon I diharapkan 

menetapkan satu program dan dilengkapi dengan IKP, sedangkan Eselon II 

dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan 

fungsinya yang dilengkapi dengan IKK. Target kinerja program di setiap Eselon I dan 

target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja 

kementerian dan program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi 

perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama 

lima tahun mendatang.  
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Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit satuan kerja harus menerjemahkannya 

ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran 

berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan target kinerja sasaran program dan 

target kinerja sasaran kegiatan ditetapkan berdasarkan unit Eselon III lingkup 

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Uraian 

penjelasan dari setiap target kinerja lingkup Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah sebagai berikut: 

1. Target Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah  (SS) 

Keberhasilan pencapaian SS dapat diukur dari ketercapaian target IKSS. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 14 dijabarkan target kinerja dari seluruh IKSS 2015ɂ

2019. 

 

Tabel  15 Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

 

Kode 
Sasaran Strategis Ditjen 

GTK (SSD) 
Sat 

Kondisi 
Awal 
2014  

2015  2016  2017  2018  2019  

SS.1 Meningkatnya kualitas 
sikap tenaga 
kependidikan dalam 
kepribadian, spiritual 
dan sosial  

       

IKSS 
1.1 

Persentase tenaga 
kependidikan yang 
berkinerja baik sebanyak 
82.4% 

% 41.72 52.89 60.28 67.66 75.05 82.44 

SS.2 Meningkatnya 
profesionalisme tenaga 
kependidikan 

       

IKSS 
2.1 

Persentase tenaga 
kependidikan profesional 
minimal 71.5% 

% 40.00 49.85 50.87 55.66 64.28 71.53 

SS.3 Meningkatkan 
akuntabilitas kinerja 
Direktorat Pemb. Tenaga 
Kependidikan 

       

IKSS 
3.1 

Skor LAKIP minimal 
sebesar 80 

Skor 80 80 80 80 80 80 

 

 

 

 



 Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 | Hal. 67  
 

2. Target Kinerja Sasaran Kegiatan  

Keberhasilan pencapaian SK Lingkup Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diukur dari ketercapaian 

target IKK. Berikut dalam tabel 15 dijabarkan target kinerja dari seluruh indikator 

SK 2015ɂ2019. 

 

Tabel  16 Tabel Sasaran Kegiatan dan Idikator Kinerja Kegiatan Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Dikdasmen 

 

Kode SK / IKK  Sat 

Kondisi 

Awal 

2014  

2015  2016  2017  2018  2019  

SK.1 Ketersediaan tenaga 
kependidikan 
pendidikan dasar 
dan menengah yang 
berkompeten, 
bermartabat dan 
profesional 

       

IKK 1.1 Rata-rata nilai 
kompetensi 
pengetahuan dan 
keterampilan tenaga 
kependidikan 
pendidikan dasar 
dan menengah 
mencapai 8.0 

Nilai 4.7 5.6 6.6 7.1 7.6 8.0 

IKK 1.2 Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
meningkat indeks 
kinerja dan kualitas 
sikapnya 

Org  -  -  53,601   107,201   160,801   214,401  

IKK 1.3 Jumlah pengawas 
dikdasmen yang 
berkualifikasi 
akademik S2 

Org - 400 400 400 400 400 

IKK 1.4 Jumlah Guru dan 
Tenaga 
Kependidikan yang 
Berkompeten di 
Bidangnya 

org    21.782   22.929     24.136  25406       26.676        28.010  

IKK 1.5 Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
difasilitasi 
peningkatan 
karirnya 

Org  434 819 702 820 840 850 

SK 2 Ketersediaan jumlah 
pengawas yang 
memenuhi standar 
Permendikbud dan 
distribusi nya pada 
satuan pendidikan 
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Kode SK / IKK  Sat 

Kondisi 

Awal 

2014  

2015  2016  2017  2018  2019  

IKK 2.1 Jumlah pengawas 
yang memenuhi 
standar 

0rg 21.753  23.928   26.321       28.953       28.953       28.953  

SK 3 Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
bermartabat serta 
memperoleh 
penghargaan dan 
perlindungan  

       

IKK 3.1 Jumlah Tenaga 
Kependidikan yang 
Memperoleh 
kesejahteraan, 
Penghargaan dan 
Perlindungan 

Org 110 541 104 90 110 110 

 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Tendik Dikdasmen, akan sangat 

ditentukan oleh peranan dan kemampuan setiap sub direktorat di lingkungan 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen dalam melaksanakn fungsinya. 

Matrik kegiatan pembinaa  tendik dikdasmen adalah sebagai berikuti: 

1. Subdit Program dan Evaluasi 

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  anggaran, 

kerja sama, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, dan laporan 

Direktorat. 

Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   221, 

Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan  di  bidang  pembinaan  tenaga 

kependidikan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, 

dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar 

negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

b. pengumpulan,  pengolahan,  dan  penyajian  data  dan  informasi  di  bidang 

pembinaan tenaga   kependidikan   pada   pendidikan   dasar,   pendidikan 

menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan 

pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; 

c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;  

d. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan tenaga kependidikan 

pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan 
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pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

e. pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  program,  kegiatan,  dan  anggaran 

Direktorat; dan 

f. penyusunan laporan Direktorat. 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Subdit  Program dan Evaluasi dapat diukur 

dari ketersediaan NSPK yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pembinaan 

tenaga kependidikan dan dukungan dana untuk melaksanakan pembinaan serta 

evaluasi program kegiatan direktorat. 

Definisi operasional: dokumen NSPK, penganggaran dan hasil evaluasi dan pelaporan 

yang dibutuhkan  dalam rangka pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan. 

Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja di atas adalah sebagai 

berikut:  

Jumlah dokumen yang terselesaikan 

Jumlah dokumen yang harus ada 

 

2. Subdit Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan 

Kompetensi 

Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi 

mempunyai  tugas  melaksanakan  penyusunan  bahan  perumusan,  koordinasi, dan 

pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan 

supervisi, rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, dan 

pemindahan lintas daerah provinsi tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. 

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan 

Kualifikasi dan Kompetensi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga 

kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

b. penyusunan  bahan  perencanaan  kebutuhan  tenaga  kependidikan  pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

c. penyusunan bahan pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

d. penyusunan    bahan    peningkatan    kualifikasi    dan   kompetensi   tenaga 

kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

X 100% 
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e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan 

kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan dan

 peningkatan  kualifikasi  dan  kompetensi  tenaga  kependidikan  pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; dan 

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan dan 

peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Subdit Perencanaan Kebutuhan, 

Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi dapat diukur  dari ketercapaian yang sudah 

diperoleh terhadap jumlah yang harus diselesaikan berdasarkan target yang sudah 

ditetapkan. 

a. IKK 1.1: Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan tenaga 

kependidikan pendidikan dasar dan menengah mencapai 8.0 

Definisi operasional: kompetensi pengawas sekolah yang harus dikuasai yaitu 

manajerial, supervisi akademik, penelitian dan pengembangan, kepribadian dan 

sosial. 

Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja IKK 1.1. di atas 

adalah sebagai berikut: 

Kompetensi yang valid dikuasi 

Kompetensi standar pengukuran 

 

b. IKK 1.3: Jumlah pengawas sekolah dikdasmen yang berkualifikasi akademik S2 

Definisi operasional: jumlah pengawas sekolah pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah yang berkualifikasi S2 

Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja IKK 1.3. di atas 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah pengawas S2 dikdasmen  

Jumlah pengawas yang ada di dikdasmen 

 

c. IKK 1.4: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berkompeten di Bidangnya 

Definisi operasional: jumlah tenaga kependidikan yang sudah memenuhi standar 

kompetensi yang dipersyaratkan. 

X 100% 

X 100% 
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Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja IKK 1.4. di atas 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah tendik yang kompetensi >= persyaratan 

Jumlah tendik yang mengikuti peningkatan kompetensi 

 

d. IKK 2.1.: Jumlah pengawas yang memenuhi standar 

Definisi operasional: jumlah tenaga kependidikan yang sudah memenuhi standar 

kompetensi yang dipersyaratkan. 

Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja IKK 2.1. di atas 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah tendik yang kompetensi >= persyaratan 

Jumlah tendik yang mengikuti peningkatan kompetens 

 

3. Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir  

Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan 

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, 

penilaian kinerja, dan pengembangan karir tenaga kependidikan pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. 

Dalam melaksanakan tugas  Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir 

menyelenggarakanfungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penilaian kinerja dan pengembangan karir tenaga kependidikan pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah;  

b. penyusunan bahan penilaian kinerja tenaga kependidikan pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah;  

c. penyusunan bahan pengembangan karir tenaga kependidikan pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah;  

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  di bidang penilaian kinerja 

dan pengembangan karir tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah;  

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kinerja dan 

pengembangan karir tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; dan  

X 100% 

X 100% 
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f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penilaian kinerja dan pengembangan 

karir tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Subdit Penilaian Kinerja dan 

Pengembangan Karir  dapat diukur  dari jumlah tenaga kependidikan yang indek 

kinerjanya memenuhi syarat dan kenaikan pangkatnya tidak mengalami hambatan 

a. IKK 1.2: Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat indeks kinerja dan kualitas 

sikapnya 

Definisi operasional: jumlah tenaga kependidikan yang indek kinerja memenuhi 

standar yang telah ditetapkan 

Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja IKK 1.2. di atas 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah tendik yang indek kinerjanya >= persyaratan 

Jumlah tendik yang dinilai kinerjanya 

 

b. IKK 1.5: Jumlah tenaga kependidikan yang difasilitasi peningkatan karirnya  

Definisi operasional: jumlah tenaga kependidikan yang meningkat karirnya 

Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja IKK 1.5. di atas 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah tendik yang meningkat karirnya 

Jumlah  tendik yang difasilitasi untuk peningkatan karirnya 

 

4. Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan 

Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan 

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, 

pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan tenaga kependidikan pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan 

Pelindungan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan tenaga kependidikan pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

b. penyusunan bahan pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan 

tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

X 100% 

X 100% 
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c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  di bidang kesejahteraan, 

penghargaan dan pelindungan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesejahteraan, penghargaan, 

dan pelindungan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; dan  

e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kesejahteraan, penghargaan, dan 

pelindungan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Subdirektorat Kesejahteraan, 

Penghargaan dan Pelindungan dapat diukur  melalui jumlah tenaga kependidikan 

yang meningkat kesejahteraannya, yang mendapatkan penghargaan karena 

berprestasi dan/atau berdedikasi dan jumlah tenaga kependidikan yang 

mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya. 

 

IKK 3.1: Jumlah Tenaga Kependidikan yang Memperoleh kesejahteraan, Penghargaan 

dan Perlindungan 

Definisi operasional:  

a. Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kesejahteraannya 

b. Jumlah tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan karena berprestasi 

dan/atau berdedikasi 

c. Jumlah tenaga kependidikan yang mendapat perlindungan dalam menjalankan 

profesinya 

Formulasi perhitungan realisasi capaian atas indikator kinerja IKK 3.1. di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Jumlah tendik meningkat kesejahteraannya 

Jumlah tendik 

b. Jumlah tendik mendapatkan penghargaan 

Jumlah tendik  

c. Jumlah tendik yang mendapatkan perlindungan 

Jumlah tendik 

 

 

 

X 100% 

X 100% 

X 100% 



Hal. 74 | Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 
 

5. Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan 

Pendidikan Indonesia Luar Negeri 

Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan 

Pendidikan Indonesia Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, 

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, perencanaan kebutuhan, peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan 

lintas daerah provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan tenaga 

kependidikan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan 

pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan 

Khusus, dan SatuanPendidikan Indonesia Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian 

kinerja, pengembangan karir, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan 

tenaga kependidikan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah;  

b. penyusunan bahan perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan lintas daerah 

provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan tenaga kependidikan 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  di bidang perencanaan 

kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, 

pengembangan karir, pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan tenaga kependidikan pendidikan khusus, dan 

pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, 

peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, 

pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan 

tenaga kependidikan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta 

satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah; dan  

e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan, peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan 

lintas daerah provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan  pelindungan tenaga 

kependidikan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan 
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pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.   

 

B. Kerangka Pendanaan  

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan 

perundang-undangan, baik yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan 

negara maupun yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

pendidikan. Pembagian kewenangan bidang pendidikan menurut UU Nomor 23 

Tahun 2014 dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu kewenangan tingkat 

pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 

Dengan adanya pembagian tanggungjawab pendanaan pendidikan tersebut, maka 

pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik, mengingat bahwa negara telah 

memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.  

1.  Perkiraan Pendanaan  

Perkiraan pendanaan dalam kurun waktu 2015ɂ2019 sesuai dengan hasil 

perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk 

mengampu program dan kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, didapatkan perkiraan kebutuhuan anggaran 

seperti ditunjukkan pada Tabel 4.15.  

 

Tabel  17 Perkiraan Kebutuhan Anggaran di Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen Tahun 2015ɂ2019 (dalam Rp. Juta) 

 

KODE PROGRAM /KEGIATAN 2015  2016  2017  2018  2019  TOTAL 

023.11  Program Tenaga 
Kependidikan  

      

5639 Pembinaan Tenaga 
Kependidikan 
Dikdasmen 

103,6 527,0 551,2 576,0 601,9 2.359,6 

SK 1 Ketersediaan tenaga 
kependidikan pendidikan 
dasar dan menengah 
yang berkompeten, 
bermartabat dan 
profesional 

72,520  368,9  385,84  403,2 421,33 1.651,79 

SK 2 Ketersediaan jumlah 
pengawas yang 
memenuhi standar 

     20,72    105,4    110,24    115,2   120,38     471,94 
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KODE PROGRAM /KEGIATAN 2015  2016  2017  2018  2019  TOTAL 

Permendikbud dan 
distribusi nya pada 
satuan pendidikan 

SK 2 Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
bermartabat serta 
memperoleh 
penghargaan dan 
perlindungan 

     10,36      52,7      55,12      57,6      60,19      235,97 

TOTAL 103,6 527,0 551,2 576,0 601,9 2.359,6 

  

2. Koordinasi , Tata Kelola, dan Pengawasan Internal  

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu 

dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antar lembaga dan antar 

instansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal lingkup 

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

a) Koordinasi Perencanaan Program  

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan melalui 

forum Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, rapat 

kerja perencanaan, dan perencanaan pendidikan lintas Kementerian. Pihak 

yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan antara lain 

adalah Unit Utama Lingkup Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian 

Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatan dan Kota, 

Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola program, kegiatan 

dan anggaran fungsi pendidikan. 

b)  Tata Kelola  

Implementasi Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah 2015ɂ2019 oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas 

Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut 

pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan 

terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan 

kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja 

program. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup 

kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam 

penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam 

Renstra. 
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c) Pengendalian dan Pengawasan 

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan 

internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi 

pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk tingkat kementerian, dan 

badan pengawas daerah (bawasda) untuk dinas pendidikan di provinsi, 

kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan 

melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem 

informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan 

menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang 

berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. 

Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola 

implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan 

pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal 

melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang 

mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud. 

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh 

dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. 

Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan 

kementerian.Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti 

Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 

jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

bertanggungjawab kepada DPR-RI. 

 

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi  

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah Tahun 2015ɂ2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan 

yang dilaksanakan secara berkala. 

2. Prinsip -Prinsip Pemantauan dan Evaluasi  

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan 

evaluasi; ii ) pelaksanaan dilakukan secara objektif; iii ) dilakukan oleh petugas yang 

memahami  konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan 
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pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal; iv) pelaksanaan 

dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga  pihak yang berkepentingan dapat 

mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; v) melibatkan  berbagai pihak 

yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); vi) 

pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal 

(akuntabel); vii ) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh 

kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); viii ) 

pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal  yang telah ditetapkan dan pada saat 

yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; ix) dilaksanakan 

secara berkala dan berkelanjutan; x) berbasis indikator kinerja; dan xi) pelaksanaan 

dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai 

dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai 

dengan yang direncanakan.  

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 

i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; ii ) pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan menengah dan tinggi; iii ) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan 

kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat 

dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan 

provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan 

dan kebudayaan kecamatan,  dan satuan pendidikan. 

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi  

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan lingkup Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi: i) 

pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan; ii) evaluasi 

kinerja tahunan melalui SAKIP; iii) evaluasi kinerja tengah periode Renstra 

melalui pencapaian kinerja Kemendikbud, dan iv) evaluasi akhir masa Renstra.  

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah  

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. 

Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 5 Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan 

rencana pembangunan pendidikan 

 

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah 

menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan 

Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan 

Kemendikbud. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan 

bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara online 

setiap perkembangan  pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada 

atasan satker dan Mendikbud sebagai penanggung jawab anggaran fungsi 

pendidikan.  

5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, 

serta Satuan Pendidikan  

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut. 

a) Pemantauan dan Evaluasi oleh  Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi  

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: i) 

mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi; ii ) 

memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan 

Kepala SKPD

Provinsi
Kepala SKPD

Kabupaten/ Kota

PPTK

Bupati/ Walikota

u.p. Bappeda

Gubernur

u.p. Bappeda ÁMen.PPN

5 hari setelah 

triwulan berakhir

Presiden RI

Form C

Menteri/ Ka. Lemb

Ka. Unit Kerja K/L

Form A

Form B

10 hari setelah 

triwulan berakhir

Form C

5 hari setelah 

triwulan berakhir
Form C

5 hari setelah triwulan berakhir

14 hari setelah 

triwulan berakhir

Form C
ÁMen.DN

14 hari setelah 

triwulan berakhir

ÁMen.Keu

Form C

Ka. Unit Org.

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja

10 hari setelah

triwulan berakhir

Keterangan:1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatansesuai dengan tugas  

dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dankegiatan sesuai 

dengan tugas  dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi 
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas  dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas 

pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

PPTK

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja
5 hari setelah

triwulan berakhir

ÁMen.PAN
Form A

Form A Form A
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satuan pendidikan; iii ) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur 

pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.  

b) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten dan Kota  

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 

dan kota bertujuan untuk: i) mengukur tingkat pencapaian target 

pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan 

Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2015ɂ2019; ii ) memperbaiki 

kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas 

dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; iii ) 

meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan 

kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.  

c) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan  

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan adalah untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang 

bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk 

memperbaiki kinerja.   

d)  Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar 

Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan 

oleh LPMP adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang 

dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-

SM, BAN-PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan. 

6. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu  

Dalam rangka mendukung terwujudnya pelaku pendidikan dan kebudayaan yang 

kuat; akses yang meluas, merata dan berkeadilan; pembelajaran yang bermutu; 

pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; dan penguatan tata kelola 

serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, diperlukan sistem 

dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan 

dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan, 

pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pendidikan secara tepat, 

transparan, akuntabel, dan efisien. 

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi 

Terpadu lingkup Ditjen GTK perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: i) Strategi 

Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi harus selaras dengan Visi dan 

Misi Kemendikbud; ii) Sistem dan Teknologi Informasi harus mampu mendukung 

penentu kebijakan dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif 

termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi; iii ) Sistem dan 
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Teknologi Informasi harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan 

termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi; iv) Sistem dan 

Teknologi Informasi harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta 

menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi data 

redundancy; v) Sistem dan Teknologi Informasi harus mampu menjadi sarana 

untuk mendukung pemberian layanan pendidikan; vi) Sistem dan Teknologi 

Informasi harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola termasuk sistem 

pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; dan vii) Guna 

menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan 

Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu yang selaras dengan Rencana Strategis 

Kemendikbud. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tahun 2015ɂ2019 telah disusun melalui berbagai proses dan tahapan, termasuk 

interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan partisipasi seluruh 

jajaran Kemendikbud, dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja 

pembangunan pendidikan hingga saat ini, untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan 

strategis dan sasaran strategis Kemendikbud untuk mewujudkan "Terbentuknya Insan 

serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan 

'ÏÔÏÎÇ 2ÏÙÏÎÇȱȢ Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 

dan Menengah ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan yang 

ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 

ini  merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah lingkup tugas dan fungsi 

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk 

periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang memuat visi, 

misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, program, dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh unit kerja eselon III dalam menjalankan fungsi perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan secara tahunan dalam 

periode pembangunan tahun 2015ɂ2019 

Sebagai penjabaran dari Renstra Kemendikbud, dan Renstra Ditjen GTK, maka Renstra 

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah ini 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yang diharapkan mampu menuntun 

semua Unit Eselon III di Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 

dan Menengah dalam pencapaian visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, sasaran 

program dan sasaran kegiatan, serta sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun (1) 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (3) Penetapan 

Kinerja (PK); dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 

ini diharapkan bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan 

dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian program dan kegiatan 

pembinaan tenaga kependidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan 

berkesinambungan. Dengan demikian, melalui pelibatan publik atau keterlibatan aktif 

banyak pihak dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, 
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diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan 

selama lima tahun mendatang. 
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ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS 
TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

TD.1 Penguatan Peran Tenaga 

Kependidikan dalam Ekosistem 

Pendidikan 

SSD.1 Meningkatnya Kualitas Sikap 

Tenaga Kependidikan dalam 

Kepribadian, Spiritual dan Sosial 

Meningkatkan peran KS/PS sebagai suri 

tauladan bagi siswa 

Menjadikan KS/PS sebagai role model bagi 

anak-anak usia sekolah pada semua jenjang 

pendidikan untuk membina budi pekerti, 

watak, dan kepribadian peserta didik 

Meningkatkan kepedulian tenaga 
kependidikan dalam menanamkan 
pendidikan karakter kepada anak didik 

Pengawasan yang ketat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan dan pemberian 

bimbingan penyuluhan dalam proses 

pembelajaran untuk mendukung siswa dalam 

mengembangkan segenap potensi dan 

kepribadian yang sempurna 

Menguatkan integritas dan sikap tenaga 
kependidikan 

Peningkatan kompetensi kepribadian dan 

sosial 

Meningkatkan akuntabilitas tenaga 
kependidikan 

Penguatan penilaian kinerja tenaga 

kependidikan yang sahih, andal, transparan 

dan berkesinambungan 

TD.2 Peningkatan Profesionalisme Tenaga 

Kependidikan untuk Mewujudkan 

Pembelajaran yang Bermutu 

SSD.2 Meningkatnya Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan 

Meningkatkan mutu tenaga kependidikan ¶ Peningkatan kualifikasi akademik dan 

sertifikasi tenaga kependidikan disertai 

dengan perbaikan desain program dan 

keselarasan disiplin ilmu 

¶ Peningkatan kompetensi 

¶ Penguatan sistem uji kompetensi tenaga 

kependidikan sebagai bagian dari proses 

penilaian hasil belajar siswa 

Meningkatkan pengembangan karir tenaga 

kependidikan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) atau Continuing Professional 

Development (CPD) yang terfokus pada: 

a) peningkatan kompetensi tenaga  
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TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

    kependidikan dalam pengelolaan kelas; 

b) peningkatan prestasi peserta didik  

    dan/atau pengelolaan sekolah; 

c) pengembangan sekolah; dan 

d) pengembangan profesi 

Meningkatkan martabat tenaga 

kependidikan 

¶ Peningkatan kesejahteraan dengan 

pemberian tunjangan/insentif berbasis 

kinerja 

¶ Pemberian penghargaan dalam bentuk 

fasilitas material dan non material seperti 

pembelajaran, pertukaran dan kemudahan 

dalam penerbangan 

¶ Pelindungan profesi dan pelindungan 

hukum 

Peningkatan peran serta KS/PS dalam 
penataan kurikulum 

¶ Penguatan kerja sama antara, kepala 

sekolah dan pengawas sekolah untuk 

mendukung efektivitas pembelajaran 

¶ Berpartisipasi aktif dalam memberikan 

umpan balik pelaksanaan kurikulum 

termasuk hasil penilaian di kelas 

¶ Penguatan praktek pembelajaran di kelas 

untuk guru dan kepala sekolah agar 

mampu melaksanakan kurikulum secara 

baik 

¶ Penyediaan dukungan materi pelatihan 

secara daring (online) untuk membangun 

jaringan pertukaran materi pembelajaran 

dan penilaian  
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TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

TD.3 Peningkatan Penataan dan 

Distribusi Tenaga Kependidikan 

yang Meluas, Merata dan 

Berkeadilan 

SSD.3 Meningkatnya Kualitas Penataan 

dan Distribusi Tenaga 

Kependidikan 

Meningkatkan pengelolaan. khususnya 

dalam penempatan tenaga kependidikan 

¶ Pengembangan kapasitas pemerintah 

Kab/Kota untuk mengelola perekrutan, 

penempatan dan peningkatan mutu tenaga 

kependidikan secara efektif dan efisien 

¶ Peningkatan efisiensi pemanfaatan tenaga 

kependidikan dengan memperbaiki rasio 

guru-murid dan memaksimalkan beban 

mengajar 

¶ Penguatan kerja sama antara LPTK dan 

semua tingkat pemerintahan untuk 

menjamin mutu dan distribusi tenaga 

kependidikan yang merata 

¶ Pemberian jaminan hidup dan fasilitasi 

yang memadai bagi tenaga kependidikan 

yang ditugaskan di daerah khusus (3T) 

dalam upaya pengembangan keilmuan 

serta promosi kepangkatan karir 

Meningkatkan mekanisme rekrutmen ¶ Perbaikan mekanisme perencanaan 

kebutuhan, pengendalian formasi dan 

pemindahan tenaga kependidikan lintas 

daerah provinsi 

¶ Perbaikan dalam proses pengangkatan 

dan penempatan tenaga kependidikan 

¶ Penegakan aturan dalam pengangkatan 

guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat 

dan kebutuhan aktual di Kab/Kota 

TD.4 Peningkatan Sistem Tata Kelola 

Direktorat Pembinaan Tendik 

SSD.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen 

Mewujudkan kelembagaan Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen yang efektif, 

efisien dan sinergis 

¶ Penyempurnaan desain kelembagaan 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 
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Dikdasmen yang Transparan dan 

Akuntabel dengan Melibatkan Publik 

¶ Penataan kelembagaan internal Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen yang 

mencakup penataan tugas, fungsi, dan 

kewenangan 

¶ Penguatan sinergitas antarlembaga, baik 

di pusat maupun daerah 

Menguatkan kapasitas pengelolaan 

reformasi birokrasi Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen 

¶ Penguatan kelembagaan dan tatakelola 

reformasi birokrasi Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen 

¶ Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

lingkup Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik ¶ Penguatan kerangka kebijakan 

kelembagaan pelayanan dalam rangka 

kemitraan antara pemerintah dan swasta 

¶ Peningkatan pelayanan publik yang lebih 

terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu 

(ULT), memastikan implementasi 

kebijakan secara konsisten sebagaimana 

amanat UU nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik; penetapan quick wins 

pelayanan publik Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen 

¶ Penguatan kapasitas pengendalian kinerja 

pelayanan publik, yang meliputi 

pemantauan, evaluasi, penilaian, dan 

pengawasan, termasuk pengawasan oleh 

masyarakat 
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Mendorong masyarakat untuk dapat 

mengakses informasi publik dan 

memanfaatkannya 

¶ Penguatan kemitraan dengan pemerintah 

daerah, organisasi masyarakat sipil, 

swasta dan media untuk mengedukasi 

masyarakat mengenai pentingnya 

informasi publik dan berpartisipasi dalam 

proses penyusunan dan pengawasan 

kebijakan pembinaan tenaga kependidikan 

¶ Diseminasi informasi publik terkait dengan 

prioritas program pembinaan tenaga 

kependidikan melalui berbagai media 

Menyempurnakan sistem manajemen dan 

pelaporan kinerja instansi pemerintah 

lingkup Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen secara terintegrasi, kredibel, 

dapat diakses publik 

Pemantapan implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) 

Menerapkan e-government untuk 

mendukung bisnis proses Ditjen GTK yang 

efisiensi, efektif, transparan, dan 

terintegrasi 

¶ Peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

kompetensi manusia yang berkualitas 

¶ Penetapan quick wins dan penerapan e-

goverment 

Menguatkan manajemen Kinerja Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen 

¶ Penguatan kualitas perencanaan dan 

penganggaran untuk meningkatkan 

kualitas belanja negara 

¶ Penguatan implementasi manajemen 

kinerja Direktorat Pembinaan Tendik 

Dikdasmen 

¶ Penguatan pengendalian kinerja Direktorat 

Pembinaan Tendik Dikdasmen melalui 

pemantauan dan evaluasi yang efektif dan 

terintegrasi 



Hal. 90 | Renstra Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 2015-2019 
 

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

¶ Dukungan penerapan e-government yang 

terintegrasi dalam manajemen kinerja 

Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen 

Meningkatkan kualitas pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi pendidikan 

terkait manajemen Direktorat Pembinaan 

Tendik Dikdasmen 

¶ Peningkatan kapasitas pemerintah daerah 

¶ Peningkatan kualitas regulasi manajemen 

tenaga kependidikan 
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SASARAN KEGIATAN DAN TARGET KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015-2019 

Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 
Baseline 

2014 
Target Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pembinaan 
Tenaga 
Kependidikan 
Dikdasmen 

SK.1 Ketersediaan tenaga 
kependidikan pendidikan 
dasar dan menengah yang 
berkompeten, bermartabat 
dan profesional 

IKK 1.1 Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan 
dan keterampilan tenaga kependidikan 
pendidikan dasar dan menengah 
mencapai 8.0 

4.7 5.6 6.6 7.1 7.6 8.0 

IKK 1.2 Jumlah tenaga kependidikan yang 
meningkat indeks kinerja dan kualitas 
sikapnya 

 -  -  53,601   107,201   160,801   214,401  

IKK 1.3 Jumlah pengawas dikdasmen yang 
berkualifikasi akademik S2* 

- 400 400 400 400 400 

IKK 1.4 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan 
yang Berkompeten di Bidangnya 

   21.782   22.929     24.136  25406    26.676      28.010  

IKK 1.5 Jumlah tenaga kependidikan yang 
difasilitasi peningkatan karirnya 

434 819 702 820 840 850 

  SK.2 Ketersediaan jumlah 
pengawas yang memenuhi 
standar Permendikbud dan 
distribusinya pada satuan 
pendidikan 

IKK 2.1 Jumlah pengawas yang memenuhi 
standar 

21.753  23.928   26.321       28.953       28.953       28.953  

  SK.3 Jumlah tenaga kependidikan 
yang bermartabat serta 
memperoleh penghargaan 
dan perlindungan  

IKK 3.1 Jumlah Tenaga Kependidikan yang 
Memperoleh kesejahteraan, Penghargaan 
dan Perlindungan 

110 541 104 90 110 110 

Catatan: 
*   adalah sasaran dan target RPJMN 
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Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan 
Rencana Alokasi (dalam jutaan rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

1 Pembinaan tenaga kependidikan 
Dikdasmen 

  103,643  526,986  551,165  575,968  601,886  2,359,648  

  SK.1 Ketersediaan tenaga kependidikan 
pendidikan dasar dan menengah 
yang berkompeten, bermartabat dan 
profesional 

72,520  368,9  385,84  403,2 421,33 1.651,79 

  SK.2 Ketersediaan jumlah pengawas yang 
memenuhi standar Permendikbud dan 
distribusinya pada satuan pendidikan 

     20,72    105,4    110,24    115,2   120,38     471,94 

  SK.3 Jumlah tenaga kependidikan yang 
bermartabat serta memperoleh 
penghargaan dan perlindungan 

     10,36      52,7      55,12      57,6      60,19      235,97 

 


